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LAMPIRAN Il

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

MEKANISME TEKNIS PELAKSANAAN

1. BIDANG IRIGASI
1.1. UMUM

1.1.1. Sasaran

Sasaran DAK Bidang Irigasi meliputi:

1. Daerah lIrigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan
Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan
Penetapan Status Daerah Irigasi, meliputi:

a. daerah lIrigasi kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu Daerah Irigasi
dengan luas 1.000 Ha sampai dengan 3.000 Ha, serta Daerah Irigasi
Lintas Kabupaten Kota; dan

b. daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi Pemerintah
Kabupaten/Kota, yaitu Daerah Irigasi dengan luas <1 000 Ha .

2. Daerah Alir an Sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang
Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, yang rawan banjir dan berdampak
langsung terhadap Daerah Irigasi, meliputi:

a. daerah Aliran Sungai kewen angan Pemerintah Provinsi, yaitu Daerah
Aliran  Sungai yang terdapat pada Wilayah Sungai Lintas
Kabupaten/Kota;

b. daerah Aliran Sungai kewenangan Kabupaten Kota, yaitu Daerah Aliran
Sungai yang terdapat pada Wilay  ah Sungai Kabupaten/Kota.

1.1.2. Lingkup Menu Kegiat an

Lingkup menu kegiatan DAK Bidang Irigasi adalah sebagai berikut:
1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Merupakan kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi

dan kondisi pelayanan irigasi seperti semula dan/atau mengurangi

kehilangan air pada s aluran melalui pasangan batu/linning plat beton,
meliputi komponen/output:

a. bangunan Utama (Bendung, Embung, Free Intake, Stasiun Pompa);

b. saluran Pembawa (Primer dan Sekunder);

c. saluran Pembuang (Draina se);

d. bangunan Pengukur Debit (Alat Ukur);

e. bangunan Penga tur Tinggi Muka Air (Pintu Skot Balok, Pintu Sorong,
Pintu Radial, Mercu Tetap, Mercu Tetap, Mercu Tipe U, Celah Kontrol
Trapesium);
bangunan Bagi dan Sadap (Bagi, Pengatur, Sadap);
bangunan Pembawa ( Gorong -gorong, Sipon, Talang dan Flum, Terjun, Got
Mirin Q);

h. bangunan Lindung (Saluran pelimpah, Sipon pelimpah, Pintu pelimpah
otomatis, Bangunan pembuang silang, Bangunan pengeluar sedimen)

o
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I. jalan dan Jembatan (jalan inspeksi, jembatan);
j.  bangunan Pelengkap (Tanggul).

2. Peningkatan Jaringan Irigasi
Merupakan kegia tan meningkatkan fungsi serta kondisi jaringan irigasi yang
sudah ada dalam rangka meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan/atau
kegiatan menambah luasan areal fungsional pada jaringan irigasi yang sudah
ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkun gan daerah
irigasi, meliputi komponen/output:

bangunan Utama (Bendung, Embung, Free Intake, Stasiun Pompa);

saluran Pembawa (Primer dan Sekunder);

saluran Pembuang (Drainase);

bangunan Pengukur Deb it (Alat Ukur);

bangunan Pengatur Tinggi Muka Air (Pintu Sk ot Balok, Pintu Sorong,

Pintu Radial, Mercu Tetap, Mercu Tetap, Mercu Tipe U, Celah Kontrol

Trapesium);

bangunan Bagi dan Sadap (Bagi, Pengatur, Sadap);

g. bangunan Pembawa (Gorong -gorong, Sipon, Tala ng dan Flum, Terjun, Got
Miring);

h. bangunan Lindung (Saluran pelimpah, Sipon pelimpah, Pintu pelimpah
otomatis, Bangunan pembuang silang, Bangunan pengeluar sedimen)

i. jalan dan Jembatan (jalan inspeksi, jembatan);

j.  bangunan Pelengkap (Tanggul).
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3. Pembangunan Ja ringan Irigasi
Merupakan kegiatan menyediakan/membangun jar ingan irigasi yang belum
ada jaringan irigasinya, meliputi komponen/output:

bangunan Utama (Bendung, Embung, Free Intake, Stasiun Pompa);

saluran Pembawa (Primer dan Sekunder);

saluran Pembuang (Drainase);

bangunan Pengukur Debit (Alat Ukur);

bangunan Peng atur Tinggi Muka Air (Pintu Skot Balok, Pintu Sorong,

Pintu Radial, Mercu Tetap, Mercu Tetap, Mercu Tipe U, Celah Kontrol

Trapesium);

bangunan Bagi dan Sadap (Bagi, Pengatur, Sadap);

g. bangunan Pembawa (Gorong -gorong, Sipon, Talang dan Flum, Terjun, Got
Miri ng);

h. bangunan Lindung (Saluran pelimpah, Sipon pelimpah, Pintu pelimpah
otomatis, Bangunan pembuang silang, Bangunan pengeluar sedimen)

i. jalan dan Jembatan (jalan inspeksi, jembatan);

J. bangunan Pelengkap (Tanggul).
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4. Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir
Merupakan kegiatan menyediakan/membangun infrastruktur pengendali
banjir sehingga dapat melindungi daerah irigasi dari resiko banjir, meliputi
komponen/output:
a. bangunan tanggul sungai;
b. bangunan perlindungan dan penguatan tebing sungai;
c. kolam retensi.

5. Peningkatan Infrastruktur Pengendali Banjir
Peningkatan Infrastruktur Pengendali Banjir adalah kegiatan meningkatkan
fungsi dan kondisi infrastruktur pengendali banjir yang sudah ada sehingga
dapat menambah luas daerah irigasi yang dapat dilindungi dari resiko banijir,
meliputi komponen/output:
a. bangunan tanggul sungai;
b. bangunan perlindungan dan penguatan tebing sungai;
c. kolam retensi.
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1.2. PERENCANAAN

1.2.1. Irigasi
1.2.1.1 Inventarisasi Aset dan Penilaian Kinerja Sistem Irigasi

1. Dalam rangka menyusun perencanaan sistem irigasi yan g baik, Pemerintah
Daerah perlu menyiapkan data kondisi teknis yang akurat dan terbaru,
yang meliputi seluruh D.l. yang menjadi kewenangannya. Khusus untuk
Daerah Irigasi yang akan diusulkan penanganannya melalui DAK Bidang

Irigasi, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengumpulan data
inventarisasi aset dan penilaian kinerja sistem irigasi. Pengumpulan data
dan penilaian kinerja tersebut dapat dilaksanakan melalui 2 metode , yaitu:

a. manual, melalui pengisian blangko/format yang terdapat dalam
lampiran Permen PUPR yang mengatur tentang Pengelolaan Aset Irigasi
dan Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;

b. digital, melalui aplikasi e -PAKSI (Pengelolaan Aset dan Kinerja Sis tem
Irigasi).

2. Standar dan Pedoman

Standar dan pedoman dalam pelaksanaan inventarisasi aset irigasi dan

penilaian kinerja sistem irigasi mengacu pada:

a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor
23/PRT/M/2015, tentang Pengelolaan Aset Iriga Si;

b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor
12/PRT/M/2015, tenta ng Eksploitasi Dan Pemeliharaan Jaringan
Irigasi.

3. Aplikasi e -PAKSI

Untuk memudahkan pemerintah daerah dalam pelaksanaan inventarisasi
aset dan penilaian kinerja sistem iri gasi secara cepat dan akurat, Ditjen
SDA Kementerian PUPR telah mengembangkan aplikas I e-PAKSI.

a. gambaran umum

ePAKSI (Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem lIrigasi) adalah sebuah

sistem yang dibangun dengan tujuan menggabungkan pelaksanaan

Pengelolaan Aset Irigasi dengan Penilaian Kinerja Sistem Irigasi dalam

satu sistem informasi atau dise  but dengan e -PAKSI. Hal in i didasarkan

kepada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1) PAI dan IKSI dalam kegiatan penelusuran di lapangan sama -sama
meninjau bangunan dan saluran serta semua fasilitas lain yang ada
dalam setiap DI;

2) Parameter evaluasi aset dan kinerja sistem irigasi adalah sama, yakni:
i) prasarana fisik, ii) produktivitas tanam untuk IKSI, namun pada PAI
dipisahkan menjadi dua bagian yakni ketersediaan air dan indeks
pertanaman; iii) sarana penunjang, iv) organisasi personalia, V)
dokumenta si, dan vi) perkumpulan pe tani pemakai air (P3A);

3) Sistem informasi PAI atau disebut dengan Sl -PAI dan sistem informasi
IKSI atau disebut SI -1KSI dalam pelaksanaan survei atau penelusuran
lapangan sama -sama akan menggunakan Aplikasi Android yang
berbasis W eb; dan

4) Guna menjamin ada nya efisiensi pelaksanaan khususnya dalam
kegiatan penelusuran lapangan serta hasil yang efektif dan akurat.

b. pedoman penggunaan aplikasi e -PAKSI

Dalam penggunaan Aplikasi e -PAKSI, Pemerintah Daerah dapat

mengacu pada petunjuk tekn is (Juknis) yang disusun oleh Direktorat

Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

Kementerian PUPR, yang terdiri dari:
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1) Modul Pengelolaan Aset Irigasi, meliputi:
a) prosedur pengelolaan aset irigasi;
b) kodifikasi aset irigasi;
c) formuli rinventarisasi aset irigasi;
d) survey penelusuran jaringan irigasi;
e) kriteria pengisian formulir inventarisasi;
2) Modul Indeks Kinerja Sistem irigasi, meliputi:
a) bangunan utama,
b) jaringan utama fisik;
c) jaringan utama non fisik;
d) jaringan tersier fisik;
e) jaringan te rsier non -fisik;
3) Modul ePAKSI, meliputi:
a) referensi teknis ePAKSI;
b) panduan Android;
c) panduan web ePAKSI.

1.2.1.2 Perencanaan Teknis

1. Standar dan Pedoman
Perencanaan teknis Jaringan irigasi Provinsi dan Kabupaten/Kota mengacu
pada standar dan pedoman yang dikeluarkan  oleh Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat. Daftar Standar dan Pedoman yang telah
ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.1 Standar dan Pedoman Perencanaan Teknis Ke  giatan Irig asi
No Judul Standar/Pedoman Nomor
1 | Kriteria Perencanaan - Perencanaan Jaringan Irigasi KP-01
2 | Kriteria Perencanaan - Bangunan Utama ( Headworks ) KP-02
3 | Kriteria Perencanaan - Saluran KP-03
4 | Kriteria Perencanaan - Bangunan KP-04
5 | Kriteria Perencan aan - Petak Tersier KP-05
6 | Kriteria Perencanaan - Parameter Bangunan KP-06
7 | Kriteria Perencanaan - Standar Penggambaran KP-07
Kriteria Perencanaan - Standar Pintu Pengatur Air Irigasi:
8 . . KP-08
Perencanaan, Pemasangan, Operasi dan  Pemeliharaan
9 Krite ria Perencanaan - Standar Pintu Pengatur Air Irigasi: KP-09
Spesifikasi Teknis
10 | Gambar Bangunan Irigasi - Tipikal Bangunan Irigasi Bl-01
11 | Gambar Bangunan Irigasi - Standar Bangunan lIrigasi Bl1-02
Gambar Bangunan Irigasi 0 Standar Pintu Pengatur Ai r
12 Irigasi BI-03
13 | Perencanaan Teknis Irigasi 0 Perencanaan Jaringan Irigasi PT-01
14 | Perencanaan Teknis Irigasi - Topografi PT-02
15 | Perencanaan Teknis Irigasi 0 Penyelidikan Geoteknik PT-03
16 | Perencanaan Teknis Irigasi 0 Penyelidikan Model Hidrolis PT-04

2. Survei dan Pengukuran untuk Perencanaan Teknis

Pelaksanaan survey dan pengukuran untuk pekerjaan

rehabilitasi /

peningkatan / pembangunan wajib diperlukan untuk mengumpulkan data

kondisi lapangan akurat,

yang menjadi dasar penyusunan detail desain d

perkiraan biaya pekerjaan. Beberapa data yang diperlukan antara lain: data
hidrometeorologi, data pengukuran (pengukuran topografi, pengukuran trase
saluran, sungai dan lokasi bangunan utama, pengukuran lokas
dan data geologi teknik.

i bangunan),

jdih.pu.go.id

an



42

3. Pembua tan Detail Desain Jaringan Irigasi
Tahapan pembuatan detail desain jaringan irigasi secara garis besar sebagai
berikut :

a. Pembuatan Perencanaan Jaringan (System Planning)
Penyusunan system planning akan diuraikan menjadi kebutuhan data,
diskusi system pla nning, desain teknis dan laporan system planning
1) Kebutuhan Data dan Tahapan Kegiatan
a) Peta dan Data yang dipergunakan :

1 Peta/skema, terdiri dari : Peta Daerah irigasi; Skema jaringan

irigasi; Skema bangunan

1 Data pendukung, terdiri dari : data pola tanam dan tata tanam

dari petani; data curah hujan, debit sumber air dan iklim.
b) Langkah -langkah pelaksanaan sebagai berikut:

1 Update/ membenahi batas petak -petak tersier dan kuarter di
peta D.l, yang mencakup: Batas dan luas petak tersier dan
kuarter; Tata letak salu ran dan bangunan; Rotasi pemberian
air.

Menghitung debit andalan.
Menghitung kebutuhan air irigasi.
Merencanakan pola tanam dan tata tanam.
Update/pembaruan skema jaringan irigasi.
Menyusun usulan pekerjaan perbaikan saluran dan bangunan
berikut urutan pri oritasnya.
2) Desain Teknis
a) Pra Disain, perencana menbuat pra disain perbaikan jaringan
irigasi berdasa rkan system planning.
b) Diskusi Pra Disain, dilaksanakan dengan Direksi dari Dinas PU
Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk mendapatkan persetujuan.
c) Disain Final , hasil persetujuan tersebut dibuatlah disain final
untuk pelaksanaan perbaikan jaringan irigasi.
3) Laporan System Planning
laporan System Planning sekurang  -kurangnya memuat :
Bab | Pendahuluan
Bab Il Kondisi daerah irigasi
Lokasi daerah irigasi
Perhitungan debit andalan
Pola tanam dan tata tanam
Kebutuhan air irigasi
Kondisi Jaringan lIrigasi yang ada
Bab Ill Petak tersier (daftar dan luasan petak tersier)
Bab IV  Usulan pekerjaan perbaikan
1. Bangunan Utama
2. Bangunan pada jaringan
3. Saluran Pembawa
BabV  Urutan Prioritas Kegiatan
Bab VI Pedoman Operasi dan Pemeliharaan

E ]
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b. Pembuatan Detail Desai n
Berdasarkan hasil survei dan pengukuran disusun rancangan detail
desain dan penggambaran. Hasil rancangan detail desain ini didiskusikan
kembali dengan perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A)/
masyarakat petani sebagai dasar pembuatan desain akhir y ang
dituangkan dalam berita acara.
Pembuatan detail desain sekurang  -kurangnya memuat :
1) Kegiatan Rehabilitasi/peningkatan : gambar desain yang sudah
memuat lokasi rencana  pekerjaan rehab (minimal utuh dalam satu
sub sistem jaringan irigasi). Gambar desain (bangunan utama,
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saluran primer, sekunder, pembuang, bangunan bagi, bangunan bagi
sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap lainnya), desain
saluran (termasuk dimensi , potongan memanjang dan melintang),
perhitungan volume pekerjaan, RAB (termasuk metod e pelaksanaan
pekerjaan); dan

2) Kegiatan Pembangunan baru : gambar desain (bangunan utama,
saluran primer, sekunder, pembuang, bangunan bagi, bangunan bagi
sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap lainnya), desain

saluran (termasuk dimensi, potongan mem anjang dan melintang),
perhitungan volume pekerjaan, RAB (termasuk metode pelaksanaan
pekerjaan).

1.2.1.3 Perhitungan Rencana Anggaran Biaya

1. Standar dan Pedoman

Pelaksanaan peke rjaan Sumber Daya Air khususnya bidang irigasi, secara
umum dapat dilaksanakan secara manual dan/atau mekanis. Pelaksanaan
kegiatannya didasarkan pada metode kerja, asumsi dan/atau syarat -syarat
dalam spesifikasi teknik, gambar desain, kond isi lokasi peker jaan, komponen
harga satuan dan aspek lainnya seperti K3 serta dampak lingkungan yang

harus dicapai.

Biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dihitung
berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Dalam penyusunan RAB,
mengacu pada Peratu ran menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor : 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan
(AHSP) Bidang Pekerjaan Umum. Khusus penyusunan RAB bidang irigasi
mengacu pada Pedoman AHSP Bagian 1 (Bidang Umum) dan B agian 2
(Bidang Sumber Daya Air).

2. Tahapan Penyusunan RAB

Untuk menghitung harga bangunan diperlukan minimal 3 data yang
menyangkut informasi mengenai (a) Gambar Desain Detail, (b) Spesifikasi
Teknis dan (c) Harga Satuan Upah, Bahan dan Peralatan. Setiap je nis
pekerjaan di hitung masing -masing besar biayanya berdasarkan analisa harga
satuan pekerjaan (AHSP) baik secara manual maupun menggunakan
perangkat lunak sesuai dengan Harga Satuan Upah, Bahan dan Peralatan

yang dipakai. Tahapan penyusunan RAB dapat dipe rhatikan dalam G ambar
1.

—» Analisa Produktivitas

—» Spesifikasi Teknis —

Analisa Harga '_< Harga Satuan Upah,

_ Satuan Pekerjaan
. . - -
Detail Desain Hetode Pelaksanaan e AHSP) Bahan dan Peralatan

—» Jenis Pekerjaan —

h 4

s Jadwal Pelaksanaan

h J
Rencanma

Anggaran Biaya

{RAB)

Gambar 1. 1 Tahapan Penyusunan RAB Kegiatan Irigasi

v

| Volume Pekerjaan
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1.2.2. Infrastruktur Pengendalian Banjir
1.2.2.1 Perencanaan Teknis

Upaya pengendalian banjir harus menggunakan pendekatan manajemen risiko

dalam rangka pengelolaan banjir terpadu. Pengendalian banjir tidak hanya
bertumpu pada upaya di sungai dengan kegiatan secara fisik melainkan juga

pada kegiatan non fisik yaitu pengelolaan risiko seluruh kegiatan di daerah

aliran sungai yang bersangkutan.

Upaya pengendalian banjir secara fisik ad alah kegiatan pengendalia n banijir yang
bertumpu pada pembangunan prasarana fisik seperti: bendungan, tanggul,
peningkatan kapasitas alur ataupun pengalihan debit banjir dengan prinsip
mengurangi frekuensi kejadian banjir sesuai debit banjir rencana. Upaya ini
memiliki keterbatasan yaitu selalu ada kemungkinan debit rencana tersebut
terlampaui. Upaya secara fisik perlu dilengkapi dengan upaya non fisik. Upaya

non fisik adalah upaya untuk mengantisipasi kejadian banjir dan menangani

korban.

Untuk keperluan ke giatan pengelolaan sungai  diperlukan dukungan data dan
informasi yang cukup. Masing  -masing kegiatan memerlukan jenis dan ketelitian

data yang berbeda. Data dan informasi tentang sumber daya air dikelola tersebar

di beberapa instansi, sehingga perlu ada mek anisme akses dan konversi  format
data antara instansi tersebut.

Diantara data dan informasi tersebut yang secara khusus perlu mendapat
perhatian dalam rangka pengelolaan sungai adalah data aliran sungai, curah

hujan dan perubahan peruntukkan lahan. Data in I penting untuk menganali  sis
kecenderungan yang sedang dan akan terjadi di daerah aliran sungai dan di alur

sungai. Jika terjadi kecenderungan ke arah negatif maka perlu dilakukan upaya
pengendalian ataupun merestorasi sungai.

Dalam penyusunan rencana tek nis pembangunan/peningkat  an infrastruktur
pengendali banjir, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan
Perumahan Rakyat Republik Indonesia tentang Penetapan Garis Sempadan
Sungai dan Garis Sempadan Danau No. 28/PRT/M/2015 bahwa desain tanggul

banjir disyaratkan mengikuti ke  tentuan yang termuat dalam Tabel 2:

Tabel 1.2 Kategori Debit Rencana Infrastruktur Pengendali Banjir:

No. Kategori Debit Rencana
1. | Ibukota Kabupaten/Kota Q10 6 Q20
2. | Ibukota Provinsi Q20 8 Qso
3. | Ibukota Negara/Metropolitan Qs0 6 Q100

1. Standar dan Pe doman
Standar dan pedoman yang dapat digunakan sebagai landasan hukum dalam
perencanaan teknis infrastruktur pengendali banjir dapat dilihat pada Tabel
1.3

Tabel 1.3 Standar dan Pedoman Perencanaan Teknis Infrastruktur Pengendali

Banijir
No Judul Standar/Pe doman Nomor
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan
1. | Perumahan Rakyat Republik Indonesia tentang 04/PRT/M/2015

Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan
Perumahan Rakyat Republik Indonesia tentang

2. Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis 28/PRT/M/2015
Sempadan Danau
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan

3 Peru.mahan Rakyat Republik Indon_esia tentang 28/PRT/M/2016
Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang
Pekerjaan Umum

4. | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang 13/PRT/M/2008
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No Judul Standar/Pe doman Nomor
Pedoman Tata Cara Pemasangan Batu Kosong
untuk Perlindungan Lereng Tanggul Sungai
Bagian Luar

Peraturan Menterl_ Pekerjaqn Umum tentang 12/PRT/M/2014
Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan

Tata Cara Perhitungan Debit Banjir SNI 2415 -2016
Tata Cara Perencanaan Umum Krib Sungai

7. . _ SNI 2400.1 -2016
Bagian 1 : Perencanaan Umum
Perhitungan Debit Andalan Air Sungai dengan )
8. Kurva Durasi Debit SNI'6738:2015
9, Analisis hidrologi, hidraulik dan kriteria desain SNI 1724:2015

bangunan di sungai

Tata cara pengukuran air pada saluran terbuka

10. | secara tidak langsung dengan  metode SNI 6467.2:2012

kemiringan luas

Tata cara perhitungan tinggi muka air sungai _

L dengan cara pias berdas arkan rumus Manning SNI 2830:2008

12. | Metode perhitungan debits ungai harian SNI 03 -3412 -1994
Tata cara perencanaan teknik pelindung sungai i i

13. | 4ari pasangan batu SNI 03 -3441 -1994

Tata cara perhitungan tiang pancang beton pada

krib di sungai

14. SNI 03-2406 -1991

2. Survey dan Pengukuran untuk Perencanaan Teknis
Pelaksanaan survey dan pengukuran untuk pekerjaan peningkatan/
pembangunan infrastruktur pengendali banjir wajib diperlukan untuk
mengumpulkan data kondisi lapangan akurat, yang menjadi dasar
penyusunan detail desain dan perkiraan biaya pekerjaan. Beberapa data yang
diperlukan antara lain: data aliran sungai, curah hujan, elevasi muka air
sungai, kandungan sedimen air sungai, pengambilan air, data fisik banjir, dan
perubahan peruntukan lahan.

3. Pembuatan Detail Desain Infrastruktur Pengendali Banijir

Pembuatan detai | desain infrastruktur pengendali banijir, sekurang -kurangnya
memuat: uraian umum desain, gambar konstruksi, spesifikasi material,
spesifikasi teknis pelaksanaan. Adapun kriteria desain yang perlu diacu untuk

bangunan tanggul yaitu sebagai berikut:

Tabel 1 .4 Tipe dan Kriteria Detail Desain Infrastruktur Pengendali Banijir

Tipe Kriteria

Lebar Puncak Tanggul Minimum untuk Tanggul Urugan
Tanah

q O 5%det m Lebar tanggul 3,00 m
500 m 3/s<q <2000 m 3/det Lebar tanggul 4,00 m

q O 200@&a m Lebar tanggul 5,00 m
Lebar yang lebih besar mungkin dibutuhkan untuk lalu
lintas lokal, kendaraan inspeksi atau untuk operasi dan
pemeliharaan.

Detail Potongan

Melintang Tinggi Jagaan Tanggul Minimum untuk Tanggul Urugan
Tanah
q O 29det m Tinggi jagaan 0,50 m
200 m 3/s<q<500m 3/det Tinggi jagaan 0,80 m
500 m 3/s<q <2000 m 3/det Tinggi jagaan 1,00 m
qg O 200@& m Tinggi jagaan 1,20 m

Kemiringan lereng tanggul minimum harus sebesar 1V:2H.
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Tipe Kriteria

Lereng yang lebih datar mungkin dibutuhkan berdasarkan
kondisi tanah aktual dan hasil dari perhitungan stabilitas

Lereng tanggul harus dilindungi terhadap erosi dengan

vegetasi, penanaman semak atau menggunakan pe lindung
(misal: batu riprap) tergantung pada kondisi tanah dan
lokasi

Perlindungan tambahan harus diberikan pada tanggul yang
berlokasi pada area kritis yang mana beresiko pada
kehidupan atau properti dimana kegagalan tanggul sangat
sering terjadi, atau dimana ketinggian tanggul sangatlah
tinggi (misal > 3,5 meter).

Pertimbangan

Perlin dungan ini harus termasuk:
Khusus

Tambahan jagaan 0,3 meter sepanjang jangkauan area
kritis tersebut.

Perlindungan sisi lereng bagian dalam, dimana tanggul
dibuat dari material yang relatif menyebabkan erosi (cont.
lempung dan pasir)

Sedangkan untuk bangunan kolam retensi, kriteria desain yang perlu

diperhatikan yaitu:

1. Komponen bangunan pelengkap pada kolam retensi yang terletak pada
a. badan saluran/ sungai :

b. bangun an pelimpah samping dan pintu inlet;
C. pintu outlet;

d. jalan akses menuju kolam  retensi;

e. ambang rendah di depan pintu outlet;

f. saringan sampah pada pintu inlet;

g. kolam penangkap sedimen; dan

h. rumah jaga dan gudang;

2. Elevasi muka air di kolam retensi diatur sedemik lan rupa sampai elevasi
muka air saluran di sebelah hilir dapat dialiri air dari kolam retensi
menggunakan pintu air atau pelimpah/pelimpah samping pada inlet/outlet,
sehingga tidak menimbulkan genangan pada daerah bagian hilir.

3. Elevasi muka air di kolam r etensi direncanakan maksimum sama dengan
elevasi mercu pelimpabh.

4. Elevasi muka air pada saat banjir rencana di badan penerima lebih tinggi
daripada permukaan air di hilir saluran.

5. Kolam retensi dipakai apabila diinginkan memotong puncak banjir yang
terjadi . Selain itu, juga untuk mengurangi dimensi saluran.

1.2.2.2 Perhitungan Rencana Anggaran Biaya

1. Standar dan Pedoman
Biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dihitung
berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Standar dan pedoman yang
digunakan dalam penyusunan RAB, mengacu pada:
a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:
28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan
(AHSP) Bidang Pekerjaan Umum.
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b. Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Analisa Harga Satuan

Pekerjaan Konstruksi.
2. Tahapan Penyusunan RAB

Untuk menghitung harga ba  ngunan diperlukan minimal 3 data yang

menyangkut informasi mengenai: (a) Gambar Desain Detail, (b) Spesifikasi

Teknis dan (c) Harga Satuan Upah, Bahan dan Peralatan.

Setiap jenis pekerjaan  dihitung masing -masing besar biayanya berdasarkan

analisa harga sat uan pekerjaan (AHSP) baik secara manual maupun

menggunakan perangkat lunak sesuai dengan Harga Satuan Upah, Bahan

dan Peralatan yang dipakai. Tahapan penyusunan RAB dapat diperhatikan

dala m gambar di bawah:

~» Analisa Produktivitas

—» Spesifikasi Teknis —

Analisa Harga '_< Harga Satuan Upah,

_ Satuan Pekerjaan
B . - -
Detail Desain Hetode Pelaksanaan - AHSP) Bahan dan Peralatan

—» Jenis Pekerjaan —

h 4

s Jadwal Pelaksanaan

k4
Rencana

Anggaran Biaya

{RAB)

Gambar 1.2 Tahapan Penyusunan RAB Kegiatan Infrastruktur Pengendali Banjir

v

| Volume Pekerjaan

1.3. PEMROGRAMAN

1.3.1. Penentuan Kegiatan Prioritas

Pemerintah Daerah menyusun daftar urutan usulan prioritas sesuai dengan
prioritas daerah dengan memperhatikan kriteri a sebagai berikut:

1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi:

Kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi dapat dilaksanakan di Daerah Irigasi

yang memenuhi kriteria:

a. merupakan D.l yang sudah terdaftar dalam Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PR T/M/2015 tentang Kriteria
dan Penetapan Status Daerah Irigasi, sebagai kewenangan Pemerintah
Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

b. merupakan D.I. yang menjadi prioritas penanganan Pemerintah Daerah
dalam dokumen perencanaan (RPJMD/Ren stra SKPD/Renstra DAK);

c. pekerjaan rehabilitasi wajib tuntas/menyeluruh dalam satu D.I sebelum
beralih ke D.I. lainnya, serta harus dapat langsung fungsional (dapat
ditanami) setelah kegiatan dilaksanakan;

d. memiliki dokumen teknis (DED) dan dokumen pendukung yang lengkap;

2. Peningkatan Jaringan Irigasi

Kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi dapat dilaksanakan di Daerah Irigasi

yang memenuhi kriteria:

a. merupakan D.l yang sudah terdaftar dalam Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/20 15 te ntang Kriteria
dan Penetapan Status Daerah Irigasi, sebagai kewenangan Pemerintah
Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

b. merupakan D.l. yang menjadi prioritas penanganan Pemerintah Daerah
dalam dokumen perencanaan (RPJMD/Renstra SKPD/R enstr a DAK);

c. pekerjaan peningkatan wajib tuntas/menyeluruh dalam satu D.I sebelum
beralih ke D.l. lainnya, serta harus dapat langsung fungsional (dapat
ditanami) setelah kegiatan dilaksanakan;
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d. memiliki dokumen teknis (SID/DED) dan dokumen pendukung yang

lengka p;
3. Pembangunan Jaringan Irigasi

Kriteria yang harus dipenuhi untuk Pembangunan Daerah Irigasi yaitu

sebagai berikut:

a. mempunyai kesuburan lahan, sesuai dengan tanaman padi/pangan;

b. tersedianya potensi air dengan kualitas sesuai, dan kuantitas yang
mencukupi;

c. adanya penduduk, atau petani penggarap lahan pertanian;

d. ada akses jalan ke lokasi

e. status tanah untuk jaringan irigasi dan areal pengembangan adalah milik
petani (daerah budidaya dan bukan hutan lindung);

f. tidak ada banjir dan genangan air;

g. lahan yang dikem bangkan sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang
Rilayah (RTRW); dan

h. tidak ada masalah sosial (pembebasan tanah, dll)

4. Peningkatan/Pembangunan Infrastruktur Pengendalian Banjir

Kegiatan peningkatan/pembangunan infrastruktur pengendali banjir dapat

dilaksanaka n di daerah yang memenuhi kriteria:

a. memiliki kewenangan Wilayah Sungai (berdasarkan Permen PUPR No. 4
Tahun 2015);

b. memiliki kewenangan daerah irigasi permukaan berdasarkan dengan
Permen PUPR No. 14 Tahun 2015;

c. daerah irigasi sebagaimana poin 2 (dua) terdam pak banjir luapan sungai
dengan frekuensi lebih dari 2 kali dalam 5 tahun, dan

d. memiliki surat keterangan dampak bencana dari BPBD serta mendapat
verifikasi dari BBWS/BWS setempat.

1.3.2. Penyampaian Usulan DAK Bidang Irigasi

Penyampaian usulan DAK Bidang lIrigasi dilakukan melalui aplikasi KRISNA
DAK. Periode pengusulan mengikuti jadwal yang ditentukan oleh Kementerian
PPN/Bappenas. Usulan yang disampaikan sekurang -kurangnya memuat
data/informasi:

1. Kegiatan Rehabilitasi/Peningka  tan/Pembangunan Jaringan Irigasi

menu Kegiatan;

nama Daerah Irigasi;

target Outcome (Ha);

jenis dan Target Komponen/Output (m/buah);

harga Satuan;

nilai Usulan;

lokasi (Kecamatan/Desa dan Koordinat Geografis);

metode Pengadaan,;
glatan Peningkatan/Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir

menu Kegiatan;

nama Daerah Aliran Sungai;

target Outcome (Ha);

jenis dan Target Komponen/Output (m/buah);

harga Satuan;

nilai Usulan;

lokasi (Kecamatan/Desa dan Koordinat Geografis);

metode Pengadaan;

2.

SQ oo _cr_svxr@-".m o0 oo

1.3.3. Verifikasi Data Teknis dan Usulan Rencana Kegiatan

Kementerian PUPR menyelenggarakan Workshop Verifikasi Data Teknis dan
Usulan Rencana Kegiatan DAK Bidang Irigasi yang wajib diikuti oleh seluruh
Pemerintah Daerah yang mengusulkan DAK Bidang Irigasi. Pelaksanaan
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Workshop dapat diselenggarakan sebelum ataupun sesudah batas akhir periode
pengusulan dalam Aplikasi KRISNA DAK.

Tahapan dalam Verifikasi Data Teknis dan Usulan Rencana Kegiatan, yaitu:
1. Tahap Persiapan
Dalam tahapan ini, Kementerian P UPR akan menyampaikan undangan
workshop secara resmi kepada Pemda. S elain memuat jadwal dan lokasi
penyelenggaraan, disampaikan juga format data yang wajib disiapkan pemda
dalam pelaksanaan verifikasi data teknis dan usulan rencana kegiatan, yang
terdirid ari:
a. Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi
1) Data RTI (Realisasi Tanam Irigasi)
2) Data form manfaat daerah irigasi yang diusulkan
3) Laporan akhir perencanaan;
4) Gambar Desain DED;
5) Skema jaringan;
6) Skema bangunan;
7) Peta geospasial,
8) RAB, Backu p Volume Pekerjaan, Harga Satuan, dan Analisa Harga
Satuan Pekerjaan (AHSP);
9) Kerangka acuan pekerjaan (KAK);
10) Dokumentasi lokasi pekerjaan yang akan diusulkan
11) Data pendukung lainnya;
b. Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir
1) Data form manfaat daerah aliran sungai (DAS) yang diusulkan
2) Studi Pengendalia n Banjir/Survey investigasi Design (SID) dan Detail
Enginering Design (DED);
3) Dokumen lingkungan (AMDAL, UKL, UPL);
4) Gambar Desain DED;
5) RAB, Backup Volume Pekerjaan, Harga Satuan, dan Analisa Harga
Satuan Pekerjaan (AHSP);
6) Peta geospasial,
7) Data Pendukung (fr ekuensi banjir, tinggi genangan, lama genangan);
8) Dokumentasi lokasi pekerjaan yang diusulkan;
Pemerintah daerah wajib menyiapkan data tersebut di atas pada saat
tahapan verifikasi us  ulan kegiatan.

2. Tahap Verifikasi
a. Verifikasi Daerah (BBWS/BWS dan Dinas Prov insi)
Dalam tahapan ini, usulan dan data yang disiapkan oleh Pemerintah
Daerah diperiksa oleh verifikator BBWS/BWS dan Dinas Provinsi, yang
terdiri dari verifikasi:
1) Kesesuaian usulan kegiatan dengan karakteristik lokasi yang
diusulkan;
2) Kesesuaian DED, RAB, dengan karakteristik lokasi yang diusulkan;
3) Kewajaran nilai usulan kegiatan dengan harga satuan setempat;
4) Kesesuaian outcome, output, dengan skema jaringan dan bangunan;
5) Kelengkapan data;
b. Verifikasi Pusat
Dalam tahapan ini, usulan dan data yang disiapkan oleh Pemerintah
Daerah diperiksa oleh verifikator staf pusat, yang terdiri dari verifikasi:
1) Kesesuaian usulan kegiatan dengan data kondisi fisik daerah irigasi;
2) Kewajaran nilai usulan kegiatan;
3) Kesesuaian usulan kegiatan dengan skema jaringan dan bangunan,
DED, RAB, dengan harga satuan;
4) Kelengkapan data;
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3. Tahap Finalisasi
Dalam tahapan ini, jika seluruh data teknis dan usulan rencana kegiatan
Pemerintah Daerah te lah diverifikasi dan disetujui sampai dengan ke
verifikator 3, maka dapat dilakukan persetuju an dalam lembar Data Teknis
dan usulan rencana kegiatan yang ditandangani oleh pejabat Kementerian
PUPR dan pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah.
Selanjutnya, P emda menyerahkan berkas asli lembar data teknis dan usulan
rencana kegiatan yang telah ditand  atangani, berserta kelengkapan data
pendukung lainnya ke petugas pengumpul berkas Kementerian PUPR untuk
pengarsipan.

Catatan:
Kementerian PUPR menggunakan lemba r data teknis dan usulan rencana
kegiatan yang telah disetujui sebagai dasar penilaian usulan kegiatan dalam

Aplikasi KRISNA DAK.

1.3.4. Persetujuan Rencana Kegiatan

Setelah alokasi DAK Bidang Irigasi ditetapkan, Kementerian PUPR
menyelenggarakan  Konsultasi Program Penyusunan Rencana Kegiatan DAK

Irigasi dengan mengundang seluruh Pemda yang mendapatkan alokasi (tentatif
Bulan Oktober s.d Desember). Tujuan pelaksanaan konsultasi program yaitu
melakukan verifikasi dan persetujuan terhadap rencana keg iatan yang diajukan
oleh Pemda.

Tahapan pelaksanaan persetujuan RK, meliputi:

1. Tahap Persiapan
Dalam tahapan ini, Kementerian PUPR akan menyampaikan undangan
workshop secara resmi kepada Pemda. Pemda diwajibkan menyusun rencana

kegiatan DAK berdasarkan alokasi yang telah ditetapkan dan usulan rencana

kegiatan yang disepakati dalam tahapan verifikasi data teknis d an usulan

rencana kegiatan. Adapun format Rencana Kegiatan beserta data dukung
yang wajib disampaikan pada saat Konsultasi Program, terdiri dari:
a. Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi
1) Berkas persetujuan pada Verifikas i Data Teknis dan Usulan Rencana
Kegiatan ;
2) Data Form Manfaat/RTI berdasarkan hasil ePaksi ;
3) Laporan akhir perencanaan
4) Gambar Desain DED
5) Skema jaringan ;
6) Skema bangunan ;
7) Peta geospasial ;
8) RAB, Backup Volume Pekerjaan, Harga Satuan, dan Analisa Harga
Satuan P ekerjaan (AHSP );
9) Kerangka acuan pekerjaan (KAK) ;
10) Dokumentasi pekerjaan yang akan diusulkan ;
11) Data pendukung lainnya

b. Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir

1) Berkas persetujuan pada Verifikasi Data Teknis dan Usulan Rencana
Kegiatan

2) Data Form Manf aat/RTI berdasarkan hasil SID/DED;

3) Studi Pengendalian Banjir/Survey investigasi Design (SID) dan Detall
Enginering Design (DED);

4) Dokumen lingkungan (AMDAL, UKL, UPL);

5) Gambar Desain DED;

6) RAB, Backup Volume Pekerjaan, Harga Satuan, dan Analisa Harga
Satuan P ekerjaan (AHSP);

7) Peta geospasial;

8) Data Pendukung (frekuensi banjir, tinggi genangan, lama genangan);

9) Dokumentasi lokasi pekerjaan yang diusulkan;
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2. Tahap Verifikasi
a. Verifikasi Daerah (BBWS/BWS dan Dinas Provinsi)
Dalam tahap an ini, usulan dan data yang disi apkan oleh Pemerintah
Daerah diperiksa oleh verifikator BBWS/BWS dan Dinas Provinsi, yang
terdiri dari verifikasi:
1) Kesesuaian usulan kegiatan dengan karakteristik lokasi yang
diusulkan;
2) Kesesuaian DED, RAB, dengan karakteri stik lokasi yang diusulkan;
3) Kewajaran nilai usulan kegiatan dengan harga satuan setempat;
4) Kesesuaian outcome, output, dengan skema jaringan dan bangunan;
5) Kelengkapan data;
b. Verifikasi Pusat
Dalam tahapan ini, usulan dan data yang disiapkan oleh Pemerintah
Daerah diperiksa oleh verifikator staf pusat, yang terdiri dari verifikasi:
1) Kesesuaian usulan kegiatan dengan data kondisi fisik daerah irigasi;
2) Kewajaran nilai usulan kegiatan;
3) Kesesuaian usulan kegiatan dengan skema jaringan dan bangunan,
DED, RAB, dengan harga satuan;
4) Kelengkapan data;

3. Tahap Finalisasi
Dalam tahapan ini, jika seluruh data teknis dan usulan rencana kegiatan
Pemerintah Daerah telah diverifikasi dan disetujui sampai dengan ke
verifikator 3, maka dapat dilakukan persetujuan dalam lembar Rencana
Kegiatan yang ditandangani ol  eh pejabat Kementerian PUPR dan pejabat yang
mewakili Pemerintah Daerah.
Selanjutnya, Pemda menyerahkan berkas asli lembar data teknis dan usulan
rencana kegiatan yang telah ditandatangani, berserta kelengkapan data
pendukung lainnya ke petugas pengumpul b erkas Kementerian PUPR untuk
pengarsipan.
Segera setelah proses persetujuan RK, Pemda wajib menyesuaikan
kesepakatan tersebut ke dalam Aplikasi KRISNA untuk proses approval dan
sign oleh pejabat Kementerian PUPR dalam Aplikasi KRISNA DAK.

1.3.5. Perubahan Renca na Kegiatan

Sesuai dengan pengaturan terkait perubahan RK yang telah diatur dalam batang
tubuh dalam Pasal 10 dan Pasal 11, Pemerintah Daerah dapat mengajukan
perubahan terhadap Rencana Kegiatan Bidang Irigasi. Persetujuan terhadap
perubahan RK Bidang Irig asi dapat diberikan sepanjang memenuhi persyaratan
sebagai berikut:

1. Mengikuti mekanisme yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi
Khusus Fis ik Tahun Anggaran 2020, pasal 4.

2. Usulan peru bahan Rencana Kegiatan merupakan usulan yang telah disetujui
dalam tahapan verifikasi data teknis dan usulan rencana kegiatan.

3. Disetujui setelah mengikuti mekanisme verifikasi Rencana Kegiatan, sesuai
dengan but ir IV.4.

1.4. PELAKSANAAN KONSTRUKSI

1.4.1. Dasar Hukum

Kegiatan pelaksanaan konstruksi rehabilitasi/peningkatan/pembangunan baru

irigasi dan infrastruktur pengendali banijir menggunakan DAK bidang irigasi
dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang terkait yai tu:

1. Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
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2. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Jasa Konstruksi.

3. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah .

4. Peraturan Mente ri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2015 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi dan Jasa Konsultansi.

1.4.2. Pelaksanaan Lelang

Pelaksanaan lelan g rehabilitasi/peningkatan/pembangunan baru irigasi dan

infrastruktur pengendali banijir melalui DAK bidang irigasi terdiri dari kegiatan

penyusunan dokumen pengadaan serta proses lelang. Dokumen pengadaan

minimal terdiri dari:

1. BOQ desain p erencanaan teknis irigasi dan/atau infrastruktur pengendalian
banjir;

2. Gambar rencana desain teknis irigasi dan/atau infrastruktur pengendalian
banjir; dan

3. Spesifikasi teknis dan spesifikasi umum.

1.4.3. Pelaksanaan Konstruksi

Lingkup pelaksanaan konstruksi untuk pekerjaan rehabi litasi/ peningkatan/

pembangunan baru irigasi dan infrastruktur pengendali banjir secara umum

dijabarkan sebagai berikut:

1. Rapat koordinasi dalam rangka penyelanggaraan pekerjaan dengan pihak
pihak terkait ( stakeholder ).

2. Sosialisasi kepada warga setempat t  erkait pekerjaan konstruksi yang akan
dilakukan.

3. Pekerjaan persiapan ( pre-construction ), terdiri dari:
a. pembuatan metode pelaksanaan dan rencana kerja dengan metode aman

dan bersih (' clean construction );

b. penyelesaian administratif termasuk perizinan dan kesi apan lahan;

c. penyediaan jalan akses;

d. program dan jadwal pekerjaan;

e. pembuatan gambar kerja ( shop drawing ) dan perubahan desain bila
terjadi perbedaan dengan lapangan;

f.  mendirikan bangunan kantor dan gudang (direksi keet);

g. mobilisasi peralatan dan tenaga kerja ;

h. pengawasan kualitas dan kepastian kualitas/ Quality Control dan Q uality

Assurance /QA -QC.
I. penelahaan spesifikasi teknis;
j.  pembongkaran dan penempatan kembali jaringan utilitas setempat.
Pelaksanaan peker jaan konstruksi
Dokumen Kontrak;
Gambar Shop Drawing ;
Dokumen Field Engineering ;
Gambar Asbuilt Drawing ;
Laporan Progres Mingguan, Bulanan;
10 Dokumentasi Progres Kegiatan (0%, 50%, 100%);
11. Berita Acara Serah Terima Pertama (Provisianal Hand Over/PHO); dan
12. Berita Acara Serah Terima Akhir (Final Hand Over /FHO).

©CeNO O A
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1.5. OPERASI DAN PEMELIHARAAN

Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pekerjaan operasi dan
pemeliharaan Daerah Irigasi yang menjadi kewenangannya agar layanan
jaringan irigasi serta infrastruktur  pengendali an banjir  yang
dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi dap at berfungsi optimal, melalui
sumber anggaran APBD Non -DAK.

Pelaksanaan kegiatan Persiapan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

mengacu pada ketentuan yang termuat dalam:

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
08/PRT/M/2015 tent  ang Penetapan Garis Sepadan Jaringan Irigasi;

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
11/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan
Reklamasi R awa Pasang Surut;

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan St atus Daerah Irigasi;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No mor
16/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Rawa Lebak;

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irig asi;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
21/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi
tambak;

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi;

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
29/PRT/M/2015 tentang Ra wa.

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;

11. Surat Ederan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Nomor 05/SE/D/2016
tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi dan Pemeliharaan Pr asarana
Sungai serta Pemeliharaan Sungai.

1.6. KETERANGAN

1. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuan gan air
irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi
permukaan, irigasi  rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan
irigas i tambak.

2. Daerah lIrigasi (D.l.) adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari
satu jaringan irigasi.

3. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan
pelengkapn ya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk
penyediaan, pembagian, pemberian, pen  ggunaan dan pembuangan air

irigasi.
4. lIrigasi Rawa adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan
air melalui jaringan irigasi rawa pada kawasan budi daya pertani an.
5. Jaringan Irigasi Rawa adalah saluran, bangunan air, bangunan
pelengkapnya dan tanggul, yang merupakan satu kesatuan fungsi yang

diperlukan untuk pengelolaan air di daerah irigasi rawa.

6. Tambak adalah kolam air payau yang digunakan untuk budidaya
perikanan darat berupa udang, ikan, kepiting, kerang -kerangan dan
rumput laut.

7. Jaringan irigasi ta mbak adalah saluran, bangunan air, dan bangunan
pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk
penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air
irigasi tambak.
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Irigasi air tanah adalah usaha penyediaan, dan pengaturan air untu k
menunjang pertanian yang sumber airnya dari air bawah tanah.

Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal

dari air tanah, mulai da  ri sumur dan instalasi pompa sampai dengan
saluran irigasi air tanah termasuk bangunan didalamnya.

Irigasi pompa adalah usaha penyediaan, dan pengaturan air untuk
menunjang pertanian yang sumber airnya melalui sistem pemompaan

air permukaan.

Jaringan iriga si pompa adalah pompa, saluran, bangunan rumah

pompa, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan sat u kesatuan
yang diperlukan untuk penyediaan air permukaan yang dipompa mulai
pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan
pembuangannya.

Jaringan lIrigas i Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri

dari bangunan utama, saluran induk/prime r, saluran
pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi -sadap, bangunan
sadap dan bangunan pelengkapnya.

Jaringan lIrigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang

terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan

bagi, bangunan bagi -sadap, bangunan sadap dan bangunan
pelengkapnya.

Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai
prasarana pelayanan air irigas i dalam petak tersier yang terdiri dari
saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier :
boks kuarter serta bangunan pelengkapnya.

Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi,
pemeliharaan, dan rehabilitasi jaring an irigasi di daerah irigasi.

Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan
pembuanganny a, termasuk kegiatan membuka -menutup pintu
bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem
golongan, menyusun rencana pembagian air, m elaksanakan kalibrasi
pintu/bangunan  ukur, mengumpulkan data, memantau, dan
mengevaluasi.

Pemeliharaan jari ngan irigasi adalah upaya menjaga dan
mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan

baik guna memperlancar pelaksanaan oper asi dan mempertahankan
kelestariannya.

Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan iri gasi
guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
Peningkatan Jaringan Irigasi ialah kegiatan meningkatkan fungsi dan
kondisi jari ngan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas
areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ad a dengan
mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan
irigasi di wil ayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya, apabila
kondisi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan
provinsi/kabupaten/kota sudah berfungsi dengan baik.
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2. BIDANG JALAN
2.1. PELAKSANAAN

Dengan mengacu pada mekanisme teknis ini diharapkan kegiatan penanganan
jalan yang didanai melalui DAK Bidang Jalan dapat menghasilkan penyediaan
jalan Provinsi/Kabup aten/Kota sesuai dengan NSPK di bidang jalan, tertib dalam
pelaksanaan, tepat sasaran dan berkualitas sesuai umur rencana yang
diharapkan.

2.1.1. Menu Kegiatan

Menu kegiatan jalan dan jembatan mengacu pada Permen PU No 13 Tahun 2011
Tentang Tata Cara Pemeliharaa n dan Penilikan Jalan dan Permen PUPR 41 2015
Tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan da n Terowongan.

1. Pemeliharaan berkala jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan
terjadinya kerusakan yang lebih luas dan setiap kerusakan yang
diperhitungkan dalam d esain agar penurunan kondisi jalan dapat
dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana. (permen pu
no 13 tahun 2011 tentang tata cara pemeliharaan dan penilikan Jalan)

2. Pemeliharaan berkala jembatan adalah Kegiatan penanganan terhadap setiap
kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi
jembatan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan
rencana. (permen pu no 13 tahun 2011 tentang tata c ara pemeliharaan dan
penilikan Jalan)

3. Rehabilitasi jalan adalah kegiatan p enanganan pencegahan terjadinya
kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam
desain, yang Dberakibat menurunnya kondisi kemantapan pada
bagian/tempat tert entu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan,
agar penurunan kond isi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada
kondisi kemantapan sesuai dengan rencana. (permen pu no 13 tahun 2011
tentang tata cara pemeliharaan dan penilikan Jalan)

4. Rehabilitas i jembatan adalah Tindakan memperbaiki jembatan (kekakuan,
kekuatan, kestab ilan tanah / struktur, ketahanan umur) agar kondisi
jembatan menjadi lebih baik. (permen pupr 41 2015 tentang penyelenggaraan
keamanan jembatan dan terowongan)

5. Rekonstruksi/peningka tan struktur kapasitas jalan; Rekonstruksi adalah
peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat
meningkatkan kemampuan bagian ruas Jalan yang dalam kondisi rusak
berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai
dengan umur rencana yang ditetapkan. (permen pu no 13 tahun 2011
tentang t ata cara pemeliharaan dan penilikan Jalan)

6. Penggantian jembatan adalah Pekerjaan mengganti bagian elemen atau
struktur yang telah mengalami kerusakan berat dan tidak berfungsi, seba gai
contoh: sambungan siar -muai, perletakan, pembatas, dsb. (permen pupr 41
2015 tentang penyelenggaraan keamanan jembatan dan terowongan)

7. Pembangunan jalan adalah kegiatan membangun jalan tanah/Jalan setapak
menjadi standar jalan minimum sesuai dengan ti ngkat kebutuhan lalu lintas
dan sesuai dengan standar/pedoman yang berlaku.

8. Pembangunan jembatan adalah pekerjaan yang menghubungkan dua ruas
jalan yang terputus akibat adanya rintangan atau pemindahan lokasi
jembatan mulai dari pekerjaan pondasi, bangun an bawah dan bangunan
atas. (permen pupr 41 2015 tentang penyelenggaraan ke amanan jembatan
dan terowongan)
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2.1.2. Persiapan Pelaksanaan

Dokumen  Renstra DAK  menjadi dasar bagi OPD Dinas PU
Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menyusun Usulan Rencana Tahunan DAK
Infrast ruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Jalan dan usulan
peruba hannya sesuai dengan mekanisme pengusulan melalui aplikasi
perencanaan berbasis elektronik yang diatur oleh Kementerian PPN/Bappenas
dan Kementerian Keuangan.

OPD Dinas PU Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun daftar ruas jalan dan
jembatan p rioritas yang akan  diusulkan pendanaan penanganannya melalui DAK
Bidang Jalan yang memenuhi kriteria lokasi prioritas sebagaimana dimaksud

sesuai dengan tahapan perencanaan yang tertuang dalam Dokumen Renstra
DAK. Penyusunan daftar ruas jalan dan jembatan dalam format usula n disusun
berurutan sesuai dengan prioritas daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam
Dokumen Renstra DAK.

Untuk mendukung persiapan pada ruas jalan dan jembatan yang diusulkan
pendanaan penanganannya melalui Bidang Jalan dilakukan kegi atan survei.
Kegiatan survei yang dilakukan merupakan survei teknis yang lebih detail dan
spesifik sesuai kebutuhan perencanaan teknis. Beberapa kegiatan survei yang

dapat dilakukan survei inventarisasi kondisi jalan dan jembatan, survei
topografi, survei lalu lintas, surve idrainase dan survei geoteknik.

2.1.2.1 Ketentuan Umum

1. Kiriteria Teknis alokasi DAK Bidang Jalan
Salah satu komponen dalam menentukan alokasi Bidang Jalan adalah
kriteria teknis untuk bidang jalan yang dirumuskan melalui indeks teknis
dengan mempertimbangkan:

Panjang jalan;

Kondisi jalan dan jembatan;

Kinerja jalan;

alokasi APBD untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;

persentase dana APBD untuk penanganan jalan dan jembatan;

kepatuhan pelaporan e -monitoring DAK; dan

g. kepatuhan atas penentuan Pelaksanaan Kebi jakan Satu Peta/peta SHP.

~o oo oW

2. Prioritas pengunaan DAK Bidang Jalan

DAK bidang jalan, diprioritaskan untuk mendanai keg iatan fisik penanganan
jalan/jembatan dengan menu kegiatan sebagaimana tercantum. Selain itu,
dapat juga digunakan untuk mendanai kegiatan pe nunjang yang terdiri atas:

a. Kegiatan perencanaan;

b. Kegiatan pengawasan; dan

c. Kegiatan pengendalian.
Adapun detail cakupan dari masing -masing kegiatan penunjang tersebut
disampaikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Rincian daftar kegiatan penunjan g yang dapat didanai DAK Bidang
Jalan

No Kegiatan Rincian Kegiatan

a. Desain perencanaan teknis jalan/jembatan

b. Biaya tender

c. Perjalanan dinas ke Ilapangan dalam rangka
perencanaan kegiatan

. Penguatan database dan survei kondisi
jalan/jembatan

1 Perencanaan d
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No Kegiatan Rincian Kegiatan

a. Perjalanan dinas ke lokasi kegiatan dalam rangka
monitoring dan  evaluasi

Supervisi konstruksi

Penunjukan konsultan individual pengawas kegiatan
kontraktual

o

2 Pengawasan

o

Penyusunan laporan pelaksanaan DAK jalan
Honor petugas e-monitoring DAK jalan
Penyelenggaraan rapat koordinasi
Honorarium tim koordinasi

3 Pengendalian

aooTp

2.1.2.2 Persiapan Teknis

Untuk mengetahui persiapan teknis kegiatan penanganan konstruksi jalan dan
jembatan y ang didanai oleh DAK Bidang Jalan dilakukan perencanaan teknik
penanganan jalan dan j embatan pada masing -masing ruas jalan dan jembatan
yang akan didanai oleh DAK bidang jalan. Pelaksanaan kegiatan perencanaan
teknis jalan dan jembatan dilakukan pada bulan November sampai Desember
padata hunn 0 2.

Dokumen yang dihasilkan dalam perencanaa n teknis terdiri dari:

1. Dokumen data dan analisa desain perencanaan teknis penanganan jalan dan
jembatan yang didanai DAK bidang Jalan;

2. RAB desain perencanaan teknis penanganan jalan dan jembatan yang
dida nai DAK bidang Jalan;

3. Gambar rencana desain teknis p  enanganan jalan dan jembatan yang didanai
DAK bidang Jalan; dan

4. Kesiapan lahan apabila dilakukan penanganan jalan berupa pelebaran jalan
dan dilakukan pembangunan jalan baru

2.1.2.3 Tahapan Perencanaan

Tahapan u mum dalam perencanaan  DAK Bidang Jalan terdiri dari:
Penyampaian Data Teknis  Jalan dan Jembatan ;

Verifikasi Data Teknis Jalan dan Jembatan;

Penyusunan dan Penyampaian Usulan Bidang Jalan ;

Penyusunan URK DAK Bidang Jalan ;

Konsultasi Program dan Pembahasan URK DAK Bidang Jalan ; dan
Penetapan DAK Bidang Jalan.

Penyusunan dan Penyampaian Usulan DAK Bidang Jalan Melalui Sistem
Informasi Perencanaan dan Anggaran yang Terintegrasi

ouakwnE

2.1.2.4 Jenis DAK Bidang Jalan

Jenis DAK Bidang Jalan yang dapat diusulkan oleh Pemerintah Daerah

mencakup:

1. DAK Reguler, yakni DAK yang diajuka n untuk mencapai target pemenuhan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan dasar infrastruktur jalan
Provinsi/Kabupaten/Kota.

2. DAK Penugasan, yaitu DAK yang diajukan unt uk mendukung pencapaian
prioritas nasional yang menjadi kewenangan Daerah dengan lingku p kegiatan
yang spesifik serta lokasi prioritas sebagaimana telah disampaikan.

Penentuan jenis -jenis DAK oleh pemerintah pusat disesuaikan dari hasil

kesepakatan dalam r apat pembahasan multilateral meeting dengan

kementerian/lembaga terkait dan penentuan m enu kegiatan usulan
memperhatikan target capaian, kemantapan dan kriteria teknis sesuai dengan

Permen PU No 13 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan

Jalan.
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2.1.2.5 Tatacara Penyusunan Usulan DAK Bidang Jalan

Proses penyusunan usulan DAK Bidang Jalan adalah sebagai berikut:

1. OPD Dinas PU Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun daftar panjang (  long list)
usulan DAK Bidang Jalan dengan menggunakan format usulan dan data
teknis pendukung sebagaimana terinci dalam Sistem Informasi Perencanaan
dan Anggarany ang Terintegrasi;

2. Ketentuan dalam mengisi format usulan DAK Bidang Jalan adalah sebagai
berikut:

a. Ruas jalan/jembatan yang diusulkan adalah ruas jalan/jembatan
priori tas sesuai dengan tahapan perencanaan yang tertuang dalam
dokumen Renstra DAK atau dokumen lainnya;

b. Pengisian ruas jalan/jembatan dalam format usulan disusun berurutan
sesuai dengan prioritas daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam
dokumen Renstra DAK atau dokumen lainnya;

c. Ruas jalan yang diusulkan sesuai dengan SK Gubernur/Walikota/Bupati
yang sudah ter -input dalam SiPDJD

d. Ruas jalan yang diusulkan dalam keadaan tidak mantap kecuali untuk
pelebaran jalan.

3. Usulan DAK disampaikan OPD Dinas PU Provinsi/Kabupaten/Kota kepada
Kepala Daerah;

a. Kepala Daerah bersama dengan OPD Dinas Teknis
Provinsi/Kab upaten/Kota terkait membahas usulan DAK Bidang Jalan.

b. Selanjutnya, oleh Kepala Bappeda, usulan DAK Bidang Jalan diatas,
digabungkan dengan Usulan DAK bidang lainnya sesuai dengan format
dalam Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran yang terintegrasi
dija dikan sebagai bahan untuk SK Gubernur/Bupati/Walikota tentang
Dokumen Usulan DAK.

2.1.2.6 Penyampaian Data Teknis Jalan dan Jembatan

Dalam rangka memberikan masukan kepada Kementerian Keuangan dalam
kriteria penetapan alokasi DAK Bidang Jalan, maka Kementerian Pe kerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat c.q Sekretariat Jenderal melakukan
penghitungan indeks teknis Bidang Jalan. Adapun perhitungan indeks teknis
tersebu t mencakup pertimbangan: panjang jalan, kondisi jalan dan jembatan,

kinerja jalan, pemeliharaan rutin jala n dan jembatan, persentase dana APBD,
kepatuhan pelaporan e -monitoring DAK dan kepatuhan penilaian peta SHP.

Dalam rangka memberikan input yang akurat tentang kondisi teknis jalan dan
jembatan di wilayahnya, maka Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota penerim a
DAK Bidang Jalan wajib menyampaikan form DD (Data Dasar) Infrastruktur

Jalan dan Jembatan yang menjadi kewenangannya kepada Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat melalui Sekretaris Jenderal menggunakan

aplikasi SIPDJD. Data dasar tersebut paling la mbat diterima di Pusat Fasilitasi
Infrastruktur Daerah pada Bulan Januari n - 1.

Adapun contoh form DD -1 untuk jalan dan contoh form DD -2 untuk jembatan
disampaikan pada Format 1 dan Format 2.

Berdasarkan data teknis yang sudah di tetapkan berdasarkan pe rhitungan
berjenjang dari level provinsi sampai dengan level pusat, Pusat Fasilitasi
Infrastruktur Daerah melakukan perhitungan indeks teknis DAK bidang jalan,

untuk kemudian ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR.
Selanjutnya ketetapan tenta ng indeks teknis DAK Bidang Jalan diteruskan
kepada Kementerian Keuangan sebagai dasar pertimbangan untuk penetapan
alokasi DAK Bidang Jalan ke setiap Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
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2.1.2.7 Verifikasi Data Teknis Jalan dan Jembatan

1. Verifikasi Level Provins i
Pada kegiatan verifikasi level provinsi pihak Satker P2JN, melakukan
verifikasi Data Teknis baik secara off-line (konsultasi tatap muka) maupun
on-line, apabila tidak sesuai/belum lengkap maka OPD Dinas PU
Provinsi/Kabupaten/Kota akan diminta untuk mele ngkapi dokumen
tersebut. Jika sesuai maka OPD Dinas PU Provinsi/Kabupaten/Kota akan di -
upload dalam aplikasi SiPDJD. terdiri atas:
a. SKstatus ru as jalan yang ditandatangani oleh Kepala Daerabh;

b. Data kondisi jalan dan jembatan daerah dalam 2 (dua) tahu n terakhir;
2. Verifikasi Level 1 Pusat
Pada kegiatan verifikasi level 1 ini pihak. Verifikator -1 memeriksa berkas

Data Teknis dari OPD Dinas PU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam bentuk
softcopy yang di -upload dalam aplikasi SiPDJD, terdiri dari:

a. Persentase APBD daerah untuk bidang jalan;

b. Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan; dan

c. Tingkat Konektivitas (Keterhubungan).
Verifikator -1 melakukan verifikasi Data Teknis baik secara off-line (konsultasi
tatap muka) maupun  on-line, apabila tidak sesuai/belum lengkap mak a OPD
Dinas PU Provinsi/Kabupaten/Kota akan diminta untuk melengkapi dokumen
tersebut. Jika sesuai maka OPD Di  nas PU Provinsi/Kabupaten/Kota akan

menyampaikan Data Teknis ke Verifikator -2.

3. Verifikasi Level 2 Pusat
Setelah petugas verifikator Level 1  Pusat dan petugas Satker P2JN
melakukan verifikasi Data Teknis baik secara off -line maupun  on-line

kemudian OPD Din as PU Provinsi/Kabupaten/Kota akan menyampaikan
Data Teknis ke Verifikator Level 2 Pusat. Verifikator Level 2 Pusat bertugas
melakukan finalisasi ~ dan menyetujui Lembar kontrol Berita Acara Verifikasi
Data Teknis.

4. Tahap Finalisasi
Pihak OPD Dinas PU Provin si/Kabupaten/Kota dapat mencetak Lembar
Kontrol Berita Acara Verifikasi Data Teknis untuk segera ditandatangani oleh
Kepala Daerah (tanda tangan d  an stempel cap basah).

2.1.2.8 Penyusunan URK DAK Bidang Jalan Melalui Kegiatan Sinkronisasi dan
Harmonisasi

Kegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasi dilakukan on-line dalam aplikasi Sistem
Informasi Perencanaan dan Anggaran yang terintegrasi dengan berkoordinasi
dengan Kementerian PUPR. Kegiatan ini di maksudkan untuk menyaring usulan

yang tidak sesuai kriteria teknis.

2.1.2.9 Konsultasi Program dan Pembahasan URK DAK Bidang Jalan

Konsultasi program untuk DAK Bidang Jalan dilakukan oleh OPD Dinas PU
Provinsi/Kabupaten/Kot  a dan Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR c.q Pusat
Fasilitasi Infrastruktur Daerah.

1. Tahap Persiapan (Pra Ko nsultasi Program secara on-line melalui SiPDJD)
Dalam tahap ini, pihak OPD Dinas PU Provinsi/Kabupaten/Kota
mempersiapkan dokumen  kelengkapan yang diperlukan  termasuk
mempersiapkan dokumen untuk dimasukkan ke dalam aplikasi SiPDJD
untuk mendapatkan nomor antrian konsultasi program dan informasi
kegiatan antara lain:

a. SK Kepala Daerah tentang Status Ruas Jalan (data dari SiPDJD);
b. Data kondisi jalan dan jembatan yang telah diverifikasi (data dari
SiPDJD);
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c. Alokasi Pendanaan DAK tahun berjalan (data dari SiPDJD);

d. Daftar Pendek Usulan ruas prioritas hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi
(Input manual);

e. Daftar panjang usulan ruas proposal DAK (input manu al);

f. Daftar pendek usulan ruas prioritas hasil sinkronisasi dan harmonisasi
(upload berkas pdf);

g. Daftar Panjang Usulan Proposal DAK (upload berkas PDF);

h. Surat Pernyataan Kesiapan Lahan dari Kepala Daerah (Upload berkas
PDF);

i. Surat Pertanggung Jawaban Mutl ak dari Kepala Dinas (Upload berkas
PDF); dan

J.  Surat Edaran mengenai Harga Satuan Material dan Bahan (Upload berkas
PDF);

k. Checklist kelengkapan dokumen teknis dari Satker P2JN (upload berkas
PDF);

|.  Rekapitulasi hasil sinkronisasi dan harmonisasi dari aplikas I sistem
informasi perencanaan dan anggaran yang terintegrasi (upload berkas
PDF).

. Tahap Verifikasi.

Tahap verifikasi terdiri dari 3 tahapan, yakni:
a. Verifikasi Level Provinsi

Pada kegiatan verifikasi level provinsi pihak Satker P2JN, melakukan
pengecekan data teknis secara tatap muka terhadap ruas -ruas yang
disetujui dalam aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran
yang Terintegrasi , terdiri dari:
1) Kesesuaian rencana penanganan kegiatan dengan Kriteria
kelengkapan:
a) Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/R encana Anggaran Biaya (RAB)
sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang berlaku;
b) Back up volume per item pekerjaan;
c) Perhitungan desain tebal  perkerasan jalan, desain jembatan dan
bangunan pelengkap (jika ada);
d) Gambar Rencana (minimal gambar typical cross section );
e) Kesiapan lahan; dan
f) FS jaringan jalan (jika diperlukan).
2) Kewajaran harga satuan material dan bahan sesuai edaran terbaru;

dan
3) Kesepakataan terkait perubahan kondisi jalan yang siginifkan di
lapangan (berita acara ditandatangani oleh Kepala Daerah (tida k

dapat diwakilkan).

4) Rekomendasi teknis dari Universitas Negeri/tim independen terhadap
pekerjaan rigid pavement dengan jelas keterang an nama ruasnya (jika
terdapat penanganan  rigid ).

Kemudian dari hasil Tahap Verifikasi level provinsi OPD Dinas PU yang

sudah mendapat persetujuan teknis dari Satker P2JN dapat menginput

dokumen administrasi secara online pada aplikasi SiPDJD

. Verifikasi L evel 1 Pusat

Daerah yang sudah mendapatkan nomor antrian melalui aplikasi SiPDJD

dapat mengasistensikan dokumen administ rasi kepada Verifikasi Level 1

Pusat.

Verifikasi Level 1 Pusat mempunyai tugas memeriksa dokumen

administrasi terkait dengan:

1) Kesesuaian antara pagu yang berada dalam URK dengan alokasi dana
yang sudah ditetapkan Kementerian Keuangan;

2) Kesesuaian antara rua s jalan yang diusulkan dalam URK dengan
berita acara sinkronisasi dan harmonisasi DAK;
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3) Kesesuaian antara jenis penanganan dengan kebutuhan kondisi
lapangan yang ada; dan
4) Memastikan proses asistensi URK manual sesuai dengan URK online
dalam aplikasi KRISNA
c. Verifikasi Level 2 Pusat dilakukan oleh Verifikasi Level 2 Pusat untuk:

1) Memeriksa kelengkapan checklist dokum en administrasi dan teknis
secara menyeluruh;

2) Melakukan penilaian kewajaran usulan program penanganan jalan
daerah yang disampaikan daerah pada s aat acara konsultasi program;
dan

3) Melakukan koordinasi usulan program penanganan jalan bersama
Dinas PU terkait dan Tim Pembina Provinsi (Satker P2JN/Dinas PU
Provinsi/Bappeda Provinsi).

Kemudian dari hasil Tahap Verifikasi tahap -2 ini OPD Dinas PU

Provins i/Kabupaten/Kota  menyampaikan URK ke Verifikator ~ -3.

d. Verifikasi Level 3 Pusat:
Verifikator -3 bertugas untuk meny etujui Usulan Rencana Kegiatan (URK)
DAK Jalan yang diusulkan oleh OPD Dinas PU Provinsi/Kabupaten/Kota

3. Tahap Pemberkasan

Setelah Usulan Rencan a Kegiatan (URK) disetujui oleh Verifikator -3, pihak

OPD Dinas PU Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan pemberkasa n dokumen

kepada petugas antara lain:

a. Usulan Rencana Kegiatan (URK) yang ditandatangani Kepala Bidang
Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;

b. Lembar informasi SiPDJD;

c. Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi dan Teknis
Konsultasi Program DAK;

d. Berita Acara Kesepakatan Bersama Ruas Prioritas Prioritas Daerah DAK
Reguler Bidang Jalan TA 2020 yang di sepakati bersama Badan
Pengembangan Infrastrukt  ur Wilayah;

e. Berita Acara Kesepakatan Bersama Ruas Prioritas Prioritas Daerah DAK
Penugasan Bidang Jalan TA 2020 yang disepakai bersama Kementerian
PPN/Bappenas;

f. Peta lokasi kegiatan; dan

g. Contact person daerah yang menyampaikan kelengkapan berkas.

Seluruh  dokumen teknis yang disampaikan telah melalui proses pembahasan
teknis di instansi terkait sesuai deng an spesifikasi teknis dan NSPK yang
berlaku, yang dinyatakan dalam bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Mutlak Kepala Dinas PU Provinsi/Kabupaten/Kota.

Verifikator tidak bertanggung jawab terhadap validitas isi data dan informasi
yang tercantum dalam dok umen vyang disampaikan OPD Dinas PU
Provinsi/Kabupaten/Kota saat proses konsultasi program.

2.1.2.10 Pelaksanaan Lelang

Pelaksanaan lelang penanganan jalan dan j embatan yang didanai DAK bidang
jalan terdiri dari kegiatan penyusunan dokumen pengadaan serta proses | elang.
Dokumen pengadaan minimal terdiri atas:

1. BOQ desain perencanaan teknis penanganan jalan dan jembatan;

2. Gambar rencana desain teknis penanganan jala n dan jembatan; dan

3. Spesifikasi teknis dan spesifikasi umum.

2.1.2.11 Pelaksanaan Konstruksi

Pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan yang menggunakan DAK Bidang
Jalan harus memenuhi NSPK yang berlaku.
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Dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaan konstruksi terdir i dari:

ONoOhwWNE

Dokumen Kontrak;

Gambar Shop Drawing ;

Dokumen Field Engineering ;

Gambar Asbuilt Drawing ;

Laporan Progres Mingguan, Bulanan;

Dokumentasi Progres Kegiatan (0%, 50%, 100%);

Berita Acara Serah Terima Pertama (  Provisianal Hand Over /PHO); dan
Berita Acar a Serah Terima Akhir  (Final Hand Over /FHO).

2.2. KETERANGAN

1.

10.

Jalan adalah Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian
jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang
diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di
atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta

di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan
kabel. (Undang -Undang Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2004).

. Jalan Kabupaten Jalan adalah umum dalam sistem jaringa n jalan

primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi,
yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan,
ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan

lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jal an sekunder dalam
wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten. (Undang -Undang
Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2004)

. Jalan Kota adalah Jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder

yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam Kkota,

menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar
persil, serta m enghubungkan antar pusat permukiman yang berada di

dalam kota. (Undang -Undang Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun
2004)

. Jalan Provinsi adalah Jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan

primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota

kabupaten/kota , atau antar ibukota kabupaten/kota dan jalan

strategis provinsi. (Undang -Undang Republik Indonesia Nomor: 38
Tahun 2004)

. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan

perangk at daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
(Undang -Undang Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2004)

. SK Ruas Jalan adalah Surat Keputusan mengenai penetapan panjang

ruas jalan yang ada di provinsi, kabupaten, dan kota, dan telah
ditetapkan ol eh kepala daerah yang bersangkutan

. Peta Jaringan adalah Peta yang menampilkan terutama jalan dan

jaringan transportasi ketimbang informasi lainya. Selain jalan dan
batas -batas wilayah, peta jalan sering termasuk tempat menarik,
seperti bisnis terkemuka ata u bangunan, situs pariwisata, taman dan
fasilitas rekreasi, hotel  dan restoran, serta bandara dan stasiun kereta
api.

. Data Kondisi Jalan dan Jembatan di suatu daerah, yang terdiri dari

nama ruas jalan, panjang jalan, jenis perkerasan dan kondisi
kemantapan yang terdiri dari kondisi baik, sedang, rusak ringan dan
rusak be rat sesuai dengan hasil yang telah diverifikasi oleh Pusat
Fasilitasi Infrastruktur Daerah.

. Kinerja Jalan adalah Peningkatan kondisi kemantapan jalan dari

kondisi mantap dari tahun sebelumny a.

Persentase APBD Bidang Jalan adalah Penilaian terhadap persenta se
APBD bidang jalan di luar DAK terhadap total belanja modal di suatu
Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini mencerminkan besarnya perhatian

Kepala Daerah terhadap penanganan infrastruktur jalan di daerah.
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Tingkat Konektivitas adalah Penilaian terhadap perbandingan panjang
jalan sesuai SK Status Jalan dengan rencana penyelenggaraan jaringan

jalan yang tercantum dalam dokumen perencanaan daerah. Rencana
penyelenggaraan jaringan jalan dapat didasark an antara lain akses
menuju pusat kegiatan, akses yang bel um tembus karena lahan belum
siap/kawasan hutan lindung.

Road Strip Map/ Grafik Tali Gitar adalah Gambar penanganan jalan

yang digunakan untuk monitoring pekerjaan yang akan dikerjakan dan

yang tere alisasi oleh DAK

Foto Dokumentasi Lapangan Foto yang menun jukan kondisi aktual
kondisi jalan yang diusulkan untuk ditangani oleh DAK, foto tersebut
digunakan sebagai back up dari data kondisi jalan.

Sistem Pengelolaan Database Jalan Propinsi dan Kabupaten /Kota
(SiPDJD) adalah Sistem Pengelolaan Database Jalan Propinsi dan
Kabupaten/Kota yang disingkat menjadi SiPDJD, adalah sebuah sistem
aplikasi yang dibangun dengan tujuan untuk memudahkan komunikasi

antara Daerah dan Pusat dalam hal pengelolaan Jalan D aerah berikut
dengan Jembatan. Dan yang dimaksud dengan ja lan daerah adalah
Jalan Propinsi, Jalan Kabupaten dan Jalan Kota. Dasar hukum
pembentukan aplikasi SiPDJD adalah Permen PU No 18 Tahun 2011
tentang pedoman teknis system pengelolaan database Jalan p rovinsi
dan kabupaten/kota.

Verifikator 1 adalah Petugas/s taf Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah.
Verifikator 2 adalah Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pemrograman

dan Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi Bidang Penyelenggaraan
Jalan dan Jembatan.

Verifikator 3 adalah Kepala Bidang Penyelenggaraan Jalan dan
Jembatan.

SHP atau Shapefile adalah format data untuk menyimpan data spasial
nontopologis berbasis vektor. Shapefile digunakan untuk menyimpan

data peta digital pada sistem informasi geografis. Pemanf aatan SHP
sesuai dengan Pepres No 9 Tahun 2016 tentang per cepatan
pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian peta skala
1:50.000
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FORMAT 1
CONTOH FORM DD -1 DATA DASAR PRASARANA JALAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(MENGIKUTI FORMAT SIPDJD)

P :
Kateopacen fican:

Tahun:

Data Dasar Prasarana Provinsi, Kabupaten/Kota

Mama | e Panjang Panjang Tiap Jenis Permubiaan (%) Parjang Tiap Kondisi o
o Mo Ruas Ruas Dilalai Ruas Aspal (AL, Perkerasan Lapis penetrasi Telford Tamah fBehami Sedang Rusak Ringan Rusak Berat LHR Keterangan
Jalan yn (k) HRE, ATE] Befon flatasir /macadam B erikil fUrpil Tembies ki £l km .l km ] km ] M /P K
1 2 3 4 3 a T B 3 10 11 12 13 14 13 18 17 18 13 20 21
Total

Catatan: Diisi hanya sekali saja pada Triwulan |, kecuali ada perubahan

Keterangan:

1 =Mo. Urut

2 = Diiisi no ruas jalan provinsi, kabupaten/kota ybs (berdasarkan 5K Gubernur untuk Jalan Provinsi dan 5K Bupati/Walikota untuk jalan Kabupaten/Kota
3 = Diiisi nama ruas jalan provinsi, kabupaten/kota ybs

4 = Diisi nama-nama kecamatan yang dilalui ruas tersebut

5 = Diiisi panjang ruas jalan tersebut dalam kilbometer, contoh 23.50

& = Diisi perkerasan aspal (ACWUC, ACBC, ACBase HR5.ATB)

T -9 = Diisi persentase tiap jenis permukaan dalam ruas ybs.

10 = Diisi jenis permukaan masih muka tanah asli, belum ada perkerasan

11 - 18 = Diisi persentaze jalan untuk masing-masing kondisi pada ruas jalan tersebut dalam persen
13= Diisi jumlah lalu-lintas harian rata-rata yang lewat pada ruas tersebut, contoh 550 kendaraan
20 = Status jalan yang di akses oleh jalan tersebut, contoh Nasional, Provinsi, Kabupaten
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FORMAT 2
CONTOH FORM DD -2 DATA DASAR PRASARANA JEMBATAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(MENGIKUTI FORMAT SIPDJD)

F(
Cl

65

| DD-2 |
Data Dasar Prasarana Jembatan Provinsi, Kabupaten / Kota
Provinsi :
Kabupaten [ Kota :
Tahun :
Dimensi Tipe [ Kondisi
No ]an'ra-tan ]E:::m' n :au':: Panjang | Lebar Imil. Bangunan Atas |Bangunan Bawah Fondasi Lantai Ket.
{m} (m) |Bentapng] Tipe | Kondisi| Tipe | Kondisi| Tipe | Kondisi| Tipe | Kondisi
1 2 3 4 5 & 8 ] 10 11 12 13 14 15 16

Catatan: Diisi hanya sekali saja pada friwulan I, kecuali ada perubahan

Keterangan:

1 = No. Urut

2 = diisi kode jembatan

3 = diisi nama jembatan

4 = diisi nama ruas jalan dimana jembatan berada

5 = diisi panjang bentang jembatan dalam meter, contoh 24.50

6 = diisi lebar jembatan dalam meter, contoh 5.50

7 = diisi jumlah bentang jembatan

8 = diisi tipe bangunan atas jembatan, contoh rangka baja, cable stayed
9 = diisi kondisi bangunan atas jembatan, contoh baik, rusak ringan

10 = diisi tipe bangunan bawah jembatan, contoh abutment, pilar beton
11 = diisi kondisi bangunan bawah jembatan, contoh baik, rusak ringan

12 = diisi tipe pondasi, contoh pondasi tiang pancang, pondasi sumuran
13 = diisi kondisi pondasi, contoh scouring

14 = diisi tipe lantai, contoh plat beton

15 = diisi kondisi lantai, contoh: retak, terkelupas
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Pemantauan Kesesuaian Program
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Provinsi:
Kabupaten/Kota:
No R T —— Lokasi Program Prioritas Kesesuaian RK Alasan Kelengkapan Dokumen [Ada,/Tidak) Retaraaass
Masional Yang dengan Juknis Ketidaksesuaian Gambar Spesifikasi RAB
1 2 3 4 5 [ 7 B 9 10
Catatan:

# Data diisi secara lengkap dan dilaporkan secara Triwulan

1 = Diisi no urut

2 = Diisi nama paket pekerjaan yang ditangani

3 = Diisi nama kecamatan, kelurahan/desa lokasi proyek

4 = Diisi kesesuaian program dengan program prioritas nasional

5 = Diisi kesesuaian RK dengan Juknis

6 = Diisi alasan terhadap ketidaksesuaian yang ada

7 - 9 = Diisi kelengkapan dokumen yang ada
10 = Diisi hal-hal yang perlu ditambahkan

Kepala Dinas...........cocoooceen.
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FORMAT 4
CONTOH FORM P -2 PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan

Farm P-2

Prowinsic
Kabupaten/Kota: Sulb Bidang:
Triwulan:
Sasaran Rencana Realisasi Masalah
- Cara Pengadaan : . | Upaya Pemecahan
No | Mama Paket Pekerjaan Biaya [Rp) . Keuangan Capaian . Keuangan Pelaksanaan di Keterangan
Kualitas | Satuan [5/K) Target (km) | Fisik (%) %) {lkm) Fisik [%) %) — Masalah

1 2 3 4 5 3 7 ] 9 10 11 12 13 14 15
Catatan:
# Data diisi secara lengkap dan dilaporkan secara Triwulan
1 = Diisi no wrut
2 = Diisi nama paket pekerjaan jalan dan jembatan
3 - 4 = Diisi volume kegiatan, misalkan 3 km untuk subbidang jalan
5 = Diisi biaya kegiatan (Alokasi DAK + Pendamping) PPN -1 1 | IR
& = Diisi dengan cara pengadaan: Swakeloka (s} / Kontrak [K) Kepala Dinas....c.ocvvevecanes

7 -9 = Diisi rencana target, fisik dan keuangan paket ybs

10 - 12 = Diisi realisasi capaian, fisik dan keuangan paket ybs

13 = Diisi dengan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan

14 = Diisi dengan upaya pemecahan masalah | FR—
15 = Informasi yang perlu ditambahlkan
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FORMAT 5

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN KESIAPAN LAHAN

68

KOP KEPALA DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap

Jabatan

Instansi

: Gubernur / Bupati / Walikota

: Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

SURAT PERNYATAAN KESIAPAN LAHAN

Dengan ini menyatakan bahwa Status Kesiapan Lahan untuk kegiatan DAK Bidang Jalan Tahun 2020

sebagai berikut:

No.

Nomor Ruas

Nama Ruas

Status

Tidak
Siap

Siap

dst

Saya menjamin kebenaran dan bertanggung jawab atas data Kesiapan Lahan untuk dana DAK Infrastruktur

Bidang Jalan TA 2020 tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan dibuat dengan sebenar-

benarnya.

Yang membuat pernyataan,
Gubernur/ Bupati/ Walikota
Meterai Rp 6.000,-

Nama

Keterangan : Status Siap dimaksud adalah sudah ada data dukung dari instansi terkait (contoh Dinas

Lingkungan, BPN, dll) bahwa status lahan tidak bermasalah untuk penanganan jalan seperti pembangunan,

pelebaran, peningkatan, rehabilitasi dan berkala jalan.
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FORMAT 6
CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP DINAS

SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap e
Jabatan et e
Alamat Kantor et e
Nomor Telp. e

MENYATAKAN
1. Bahwa seluruh dokumen teknis yang disampaikan dalam kegiatan Konsultasi Program Dana Alokasi
Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah
melalui proses perencanaan teknis di Instansi terkait sesuai dengan spesifikasi teknis dan NSPK yang
berlaku, diantaranya dokumen sebagai berikut:
a. Readiness Criteria
b. DED
HPS/ RAB.
Back Up Volume.
Typical Cross Section.
Perhitungan Desain Tebal Perkerasan.
Perhitungan Desain Jembatan.
Perhitungan Bangunan Pelengkap (Gorong-Gorong, Drainase, Dinding Penahan Tanah).
Formulir Analisa Harga Satuan.
c. Kesiapan Lahan
d. Dokumen FS *)
e. Dokumen Amdal *)
2. Surat Edaran mengenai Harga Satuan Material dan Bahan
3. Data Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) untuk pekerjaan pelebaran/peningkatan kapasitas jalan
(termasuk pelebaran menuju standar)
2. a. Harga Satuan Pekerjaaan Jalan
1 Pekerjaan Rutin Jalan /Km
1 Pekerjaan Berkala/Rehabilitasi Jalan /Km
1 Pekerjaan Peningkatan Jalan /Km
1 Pekerjaan Pembangunan Jalan /Km (DAK Penugasan)
b. Harga Satuan Pekerjaan Jembatan
1 Pekerjaan Rutin Jembatan /Meter
1 Pekerjaan Berkala/Rehabilitasi Jembatan /Meter
1 Pekerjaan Peningkatan Jembatan /Meter
1 Pekerjaan Pembangunan Jembatan /Meter (DAK penugasan)

3. Kegiatan yang diusulkan di dalam URK telah melalui pembahasan tingkat daerah dan dituangkan dalam
dokumen RPJMD dan Renstra daerah serta sesuai dengan kesepakatan verifikasi usulan Dana Alokasi
Khusus Fisik Infrastruktur Bidang Jalan Tahun Anggaran 2020 antara Bappeda Provinsi dan Dinas
Pekerjaan Umum Provinsi terkait.

4. Belanja Penunjang DAK sebesar 5% akan digunakan untuk biaya Perencanaan (khususnya biaya
survey kondisi jalan sesuai SK Status dan survey kondisi jembatan, Pengendalian (khususnya honor
petugas emon, biaya perjalanan dinas untuk koordinasi/monitoring didalam daerah) dan Pengawasan.

5. Segala konsekuensi yang muncul dikemudian hari akibat dari ketidakbenaran dokumen data dan
informasi yang diberikan akan menjadi tanggungjawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan dibuat dengan sebenar-

benarnya.

E R EE ]

eéeééeée. ., ......
Yang membuat pernyataan,
Kepala Dinas
Pekerjaan Umum éé.
Prov/ Kab/ Kota

Meterai Rp 6.000,-
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FORMAT 7

CONTOH BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA RUAS PRIORITAS DAERAH DAK
REGULER BIDANG JALAN TA 2020
BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
RUAS PRIORITAS DAERAH DAK REGULER BIDMGN TA 2020

Pada hari iNi.......cccceeveveeeerereenns tANGGAl .vevivieieeeee e, i.,.haAA : gAehA, i UEg
¢tUGAe OiuA+-h+AA eUyi AeAEAA AAgAEA +AOAA s
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas PU Prov/Kab/Kota

Adapun ruas-ruas prioritas yang akan ditangani pada tahun 2020 untuk DAK Reguler Bidang Jalan TA 2020
sebagai berikut :

No Nomor Ruas Nama Ruas Keterangan/Justifikasi

1.

7 |2E¢g,

Kebenaran data pendukung, program kegiatan, kebutuhan dana, pelaksanaandik dan keuangan sepenuhnya
menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah/Pengusul dan sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat untukdapat dimanfaatkan dengan sebaik baiknya.

a.n Badan Pengembangan Unsur Daerah
Infrastruktur Wilayah Jabatan : Kepala Dinas Prov/Kab/Kota
VAI AgAA - wUe Ad A
Nama : Nama
NIP : NIP

Catatan : 1.Tanda tangan dari unsur daerah harus Kepala Dinas dan tidak dapat diwakilkan
2. Di kolom nama ruas tidak perlu disebutkan jenis penanganan.

jdih.pu.go.id
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FORMAT 8

CONTOH BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA RUAS PRIORITAS DAERAH DAK
PENUGASAN BIDANG JALAN TA 2020
BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
RUAS PRIORITAS DAERAH DAK PENUGASANANG JALAN TA 2020

Pada hari iNi.......cccceeveveeeerereenns tANGGAl .vevivieieeeee e, i.,.haAA : gAehA, i UEg
¢tUGAe Oi uA+h+AA eUyi AeAEAA AAgAEA +AO
(Kementerian PPN) dan Dinas PU Prov/Kab/Kota

Adapun ruas-ruas prioritas yang akan ditangani pada tahun 2020 untuk DAK Reguler Bidang Jalan TA 2020
sebagai berikut :

No Nomor Ruas Nama Ruas Keterangan/Justifikasi

1.

7 |2Eg.

Kebenaran data pendukung, prgram kegiatan, kebutuhan danapelaksanaan fisik dan keuangan sepenuhnya
menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah/Pengusul dan sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dimanfaatkan dengan sebaibaiknya.

a.nBadan Perencanaan Pembangunan Unsur Daerah
Nasional Jabatan : Kepala Dinas Prov/Kab/Kota
VAI AgAA - wueAuA
Nama : Nama
NIP : NIP

Catatan . 1. Tanda tangan dari unsur daerah harl{epala Dinasdan tidak dapat diwakilkan
2. Di kolom nama ruas tidak perlu disebutkan jenis penanganan.

jdih.pu.go.id
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FORMAT 9
CONTOH BERITA ACARA PEMBAHASAN BERSAMA PERUBAHAN HASIL SINKRONISASI DAN
HARMONISASI USULAN DAK BIDANG JALAN TA 2020

BERITA £ARA PEMBAHASAN BERSAMA
PERUBAHAN HASIL SINKRONISASI DAN HARMONISASI
USULAN DAK BIDANG JALAN TA 2020

Pada hari ini..........ccoeeveeveiueenens GAACGCAU e, l..@ﬁ@\b&A L 1l UEgUy eAg
gUaAe Oi aA+h=+AA UyIAeAEAAnlsaledEnEAyA y U

Harmonlsa3| Usulan DAK Bldang Jalan TA 2020 antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

OAA 2i AAE s! sECi, . WAl .WCgA ., ... ., OUAGCAA yUyeUEgi yIAA(;*,é

GRl UEARE. +heAgi.puAai+CgA S ey CcE s GRA

Adapun hasil pemeriksaan sebagai berikut :
A. DAK REGULER

No Nama Ruas Status Status Keterangan
Awal Akhir [Justifikasi
1.
2.
3. dst.
B. DAK PENUGASAN
Status Status Keterangan
No Nama Ruas Awal Akhir JJustifikasi
6.
7.
8. dst.

Lampiran detail data pendukung teknis merupakan bagian yang tidakerpisahkan dari Berita Acara ini.
Kebenaran data pendukung, program kegiatan, kebutuhan dana, pelaksanaan fisik dan keuangan sepehnya
menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah/Pengusul.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dimanfaatkan dengan sedik- baiknya.

a.n Pusat Fasilitasi Unsur Daerah
Infrastruktur Daerah Jabatan : KepalaDinas Prov/Kab/Kota
Jabatan :
Nama : Nama
NIP : NIP

Catatan . 1. Tanda tangan dari unsur daerah harus Kepala Dinas daak dapat diwakilkan
2.Datakondisi sesuai hasil verifikasi data teknis di SiPDJD

jdih.pu.go.id
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Panjang Tiap Jenis Permukaan (km) Panjang Tiap Kondisi (km)
Panjang| Lebar [ Agpal Beton | Telford Tanah/Belu| Baik |Sedang| Rusak | Rusak Keterangan
No Nomor & Nama Ruas
Ruas (m) IKeriki m tembus Ringan | Berat
(Km) |
Usulan dalam krisna
adalah peningkatan dgn
nilai Rp
A KONDISI JALAN SESUAI DATA DALAM APLIKASI SiPDJD)
a.n Pusat Fasilitasi a.n Badan Perencanaan Unsur Daerah
Infrastruktur Daerah Infrastruktur Wilayah Jabatan : Kepala Dinas
Jabatan : Jabatan : Prov/Kab/Kota
Nama Nama Nama
NIP NIP NIP

(DAT
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FORMAT 10

CONTOH BERITA ACARA RE KAPITULASI PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN
TEKNIS KONSULTASI PROGRAM DAK BIDANG JALAN TA 2020

BERITA ACARA REKAPITULASI PEMERIKSAAN KELENGKAPAN
DOKUMEN TEKNIS KONSULTASI PROGRAM DAK BIDANG JALAN TA 2020

sAOA @&AEi i Ai ., :: QgAAccAgAenA ., ..... JTWGEABYyeAg Oi

dilaksanakan pemeriksaan kelengkapan Dokumen Teknis yang dilakukan oleh Verifikator Satker P2JN

seCi i AEi 1 UEEAYV A f s 2 Kabppatdn&KBta s ! . +i

Adapun Kdengkapan Dokumen Teknis sebagai berikut :

Status
No Uraian Keterangan

Ya Tidak

1. Ruas Jalan

f

 Dst.

2. Nama Jembatan

1.

5. Dst.

3. Harga Satuan Pekerjaan Jalan

9 Pekerjaan Rutin Jalan /KM

9 Pekerjaan Berkala Jalan /KM

9 Pekerjaan Peningkatan Jalan /KM

9 Pekerjaan Pembangunan Jalan

jdih.pu.go.id
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Status
No Uraian Keterangan
Ya Tidak
4. Harga Satuan Pekerjaan Jembatan
i Pekerjaan Rutin Jembatan /Meter
v é
i Pekerjaan Berkala Jembatan
/Meter -5
i Pekerjaan Peningkatan Jembatan
/Meter Rp..
9 Pekerjaan Pembangunan
Jembatan /Meter -5
5. Foto dokumentasi lapangan.
6. Biaya survey kondisi jalan
v é
7. Biaya survey kondisi jembatan
v é

Persetujuan ini tidak menghilangkan dan/atau mengurangi tanggung jawab Pemerintah
Daerah/Pengusul atas kebenaran data pendukung, program kegiatan, kebutuhan dana, pelaksanaan
fisik dan keuangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dimanfaatkan dagan sebaik- baiknya.

Verifikator Unsur Daerah
zAg-+UE ss V> sECI i AEi Jabatan: Kepala Dinas Prov/Kab/Kota

Nama : Nama
NIP : NIP

Catatan : Harga satuan pekerjaan jalan/jembatan diisi dari harga tahun 2019 untyekerjaan DAK/DAU/AP

jdih.pu.go.id
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FORMAT 11

CONTOH BERITA ACARA DETAIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN TEKNIS
KONSUL TASI PROGRAM DAK BIDANG JALAN TA 2020

BERITA ACARA DETAIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN
DOKUMEN TEKNIS KONSULTASI PROGRAM DAK BIDMNGN TA 2020

E

Ai
h A AuAA

2 W VvU
vhAE V

Status
Ya | Tidak

No Uraian Keterangan

1. Readiness Criteria

a. DED

1. HPS/RAB

2. Back UpVolume

3. Typical Cross Section

4. Perhitungan Desain Tebal Perkerasan

5. Perhitungan Desain Jembatan

6. Perhitungan Bangunan Pelengkap
(Drainase, Gorong Gorong, Dinding
Penahan Tanah)

7. Formulir Analisa Harga Satuan

b. Kesiapan Lahan

c. Dokumen FS *)

d. Dokumen Amdal *)

2. | a. Harga Satuan Pekerjaan Jalan

9 Pekerjaan Jalan /Km
(Berkala/Peningkatan/Pembangunan) Rp.

b. Harga Satuan Pekerjaan Jembatan

9 Pekerjaan Jembatan /Meter
(Berkala/Peningkatan/Pembangunan) Rp.

3. | Foto dokumentasi lapangan.

Persetujuan ini tidak menghilangkan dan/atau mengurangi tanggung jawab Pemerintah
Daerah/Pengusul atas kebenaran data pendukung, programkegiatan, kebutuhan dana, pelaksanaan
fisik dan keuangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dimanfaatkan dengan sebaidaiknya.

Verifikator Unsur Daerah
zAg+UE ss V' sECiI i AEi Jabatan Kepala DinagProv/Kab/Kota

Nama : Nama
NIP : NIP
*)  Jika ada

jdih.pu.go.id
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FORMAT 12

CONTOH BERITA ACARA KESEPAKATAN BIAYA SURVEY KONDISI JALAN KONSULTASI
PROGRAM DAK BIDANG JALAN TA 2020

BERITA ACARA KESEPAKATAN BIAYA SURVEY KONDISI JALAN
KONSULRSI PROGRAM DAK BIDANG JALAN TA 2020

Pada hari iNi........ccccccevevererieenns gAAcc Al ihaAA  : gAehA i UEg UY

dilaksanakan pemeriksaan Perhitungan Biaya Survey Kondisi Jalan yang dilakukan oleh Verifikator Satker

P2JN Provinsi bersama OPD Dins. PU/Bina Marga Provinsi/Kabupaten/Kota

Adapun biaya survey kondisi jalan adalah sebagai berikut:

Panjang Ruas Jalan Biaya per KM Jumlah
No Jumlah Ruas
(KM) (Rp) (Rp)
1) & 3 ) (5)=(2)x(4)
1.
2.
3.
Catatan :

1. Biaya survey kondisi jalan mempertimbangkan biaya transportasi dan kondisi geografis.

2. Survey kondisi jalan dilakukan terhadap seluruh ruas jalan yang ada sesuai SK Status jalan.

3. Biaya survey kondisi dihitung terhadap pelaksanaan survey yangdilakukan per 200 meter dengan
menggunakan alat (sudah ada lisensi) atau visual (dengan menggunakan metode dan tenaga ahli
sesual peruntukannya).

4.  Survey kondisi jalan memperhatikan lebar badan jalan dan lebar bahu jalan.

5. Biaya survey yang digunakan WAJIB mnggunakan belanja penuijang dari DAK untuk Kabupaten/Kota
sedangkan Provinsi dapat menggunakan dana sharing antara DAK dan APBD.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dimanfaatkan dengan sebaidbaiknya.

Verifikator Unsur Daerah
zAg+UE ss V' sECiI i AEi Jabatan : Kepala Dinas Prov/Kab/Kota

Nama : Nama
NIP : NIP :
Catatan . Tanda tangan dari unsur daerah harus Kepala Dinas dan tidak dapat diwakilkan

jdih.pu.go.id
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FORMAT 13
CONTOH BERITA ACARA KESEPAKATAN BIAYA SURVEY KONDISI JEMBATAN
KONSULTASI PR OGRAM DAK BIDANG JALAN TA 2020

BERITA ACARA KESEPAKATAN BIAYA SURVEY KONDISI JEMBATAN
KONSULTASI PROGRAM DAK BIDANG JALAN TA 2020

Pada hari ini..........cooceeiiiiiiienn. tanggal ......ccoeeeeiiiiiii e bulan ... g.AehA,

1l UEgUyeAg Oi dilaksapakan:pemeriksdan Rérhitungan Biaya Survey Kondisi Jalan yang
dilakukan oleh Verifikator Satker P2JN Provinsi bersama OPD Dinas PU/Bina Marga
SECI i AEi . WAl heAgUA. WEgA

Adapun biaya survey kondisi jembatan adalah sebagai békut:

Panjang Ruas Jalan Biaya Survey
No Jumlah jembatan (Buah)
(KM) (Rp)
) 2) 3) 4)

Catatan :

1. Biaya survey kondisi jembatan mempertimbangkan biaya transportasi dan kondjsi geografis.

2. Survey kondisi jembatan dilakukan terhadap seluruh jembatan yang ada di dalam ruas jalan
prov/k ab/kota.

3. Tatla cara survey menggunakan Petunjuk Survey Jembatan dengan BMS (Standar Bina Marga)

4. Biaya survey yang digunakan WAJIB menggunakan belanja penunjang dari DAK untuk Kabupaten/Kota
sedangkan Provinsi dapat menggunakan dana sharing antara DAK dan AD.

5. Data survey jembatan nantinya akan di input dalam format DD2 (Database Jembatan) yang ada di
aplikasi SIPDJD.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dimanfaatkan dengan sebaibaiknya.

Verifikator Unsur Daerah
zAg+UE ssV' sECiI i AEi Jabatan : Kepala Dinas Prov/Kab/Kota
Nama : Nama
NIP : NIP :
Catatan . Tanda tangan dari unsur daerah harus Kepala Dinas dan tidak dapatiwakilk an

jdih.pu.go.id
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FORMAT TABEL URK (USULAN RENCANA KEGIATAN) DAK BIDANG JALAN
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RENCANA KEGIATAN

DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR PUPR TA. 2020

DAERAH
JEM IS
BIDAMNG
PAG LV ALOKAS]
A Kegiatan Fisik

Mo Menu Kegatan Ringan Paket Kegatan S B T Lokasi Kegiatan EWR R LN i SN

Barang/lasa ol Satuan DAK
Total Kebutuhan Dana Fisik

B. Kegiatan Penunjang

] Menu Keg atan Rindan Paket Kegiatan Output Kegiatan Kebutuhan Dana Penunjang

ol

Satu an

Total Kebutwhan D ana Penunjang

Persetujuan ini melputi data atas

Dizetujw Tanggal :
Pemerintah Pusat

Kementerian Pekergaan Umuem dan Perumahan Rakyat
we=palz Bidang Penyelenggaraan Jalan dan sembatan

Puzat Faziitasi Infrastruktur Desrah Kementerian FUFR

: henu Kegiatan, Rincian Paket Kegistan, Lokas Kegatan, WVolume dan Satean Kegistan. Adapun berkenaan dengan kebutuhan dana mervpakan tanggengawab dari Pemernintah Dasrah dan tidsk
menghilangkan dan/atau mengurangi tangzeng jawabPemerintah Daersh/Pengusul 3tas kebenaran data pendukeng, program kegiatan, kebutehan dana, pelaksanaan fisik dan kewangan

Telah di verifikasi

HIP.

Pemerintah Daerah KABKOTA/P ROV
DINAS PEKERJAAN URU M DAN PENATAAN RUANG

Fit. KEPALA DINAS

HIP.

Petugas

Mama

Jab atan

Tanggal

Paraf

EEP IM/E PIN fSatker P2IN

Esppeds Provinsi

Dinzs Kasbupaten/ Kota Y=

jdih.pu.go.id
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3. BIDANG AIR MINUM

3.1. PELAKSANAAN

3.1.1. Perencanaan

3.1.1.1 Penyiapan Dokumen Perencanaan Penyelenggaraan SPAM

Penyelenggaraan SPAM yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan mengacu pada dokumen -perencanaan
yang ada, yaitu:

1. Rencana Pembangunan Jangka Me nengah Nasional (RPJMN)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah
merupakan tahapan pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) 2005 -2025. Dalam RPJMN 2020 -2024
diamatkan mengenai target pencapaian universal access air minum 100%.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah vyaitu dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5
tahunan yang berisi visi, misi, dan program Kepala Daerah yang
penyusu nannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJMN.

3. Kebijakan dan Strategi (Jakstra) Penyelenggaraan SPAM Nasional, Provinsi
dan Kabupaten/Kota
Kebijakan dan Strategi (Jakstra) Penyelenggaraan SPAM adalah dokumen
kebijakan penyelenggaraan SPAM secara Nasional/Provinsi/Kabupaten/
Kota yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan SPAM Provinsi dan
Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan
budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitar.

4. Rencana Induk Sistem Penyedia an Air Minum (RISPAM)

Rencana Induk Sistem Penyediaan Air M inum (RISPAM) adalah dokumen
perencanaan air minum jaringan perpipaan dan perencanaan air minum
bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum
pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat
komponen utama sistem beserta  dimensi -dimensinya.

5. Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL)
Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL)
adalah dokumen rencana aksi daerah (5 tahu nan) yang menjadi acuan
daerah untuk menyusun program dan kegiatan AMPL daerah dalam rangka
pencapaian target SPM dan SDGo6s terkait ak
dasar perdesaan.

6. Business Plan PDAM Kabupaten/Kota
Business Plan PDAM merupakan dokumen rencana pengembangan usaha
Perusahaan Daerah Air Min  um di kabupaten/ kota selama 5 tahun ke
depan yang didalamnya juga berisikan perhitungan dan analisa mengenai
keuangan dan program kerja serta peningkatan pelayanan dan kinerja
PDAM.

7. Dokumen Standar Pelayanan Min imal (SPM)

SPM adalah ketentuan mengenai jen is dan mutu pelayanan dasar yang
merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga
negara secara minimal.

jdih.pu.go.id
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3.1.1.2 Kriteria Pemilihan Menu DAK Bidang Air Minum

1. Pembangunan baru bagi daerah yang bel um memiliki layanan air
minum, melalui:

a. Pembangunan IPA

b. Pembangunan bangunan penangkap mata air

c. Pembangunan sumur

Adapun kriteria teknis untuk kegiatan pembangunan baru yaitu:
Diperuntukkan bagi daerah yang belum memiliki pelayanan SPAM
Terdapat sumber ai r dengan kapasitas yang mencukupi
Memiliki lembaga pengelola SPAM
Lahan sudah bebas/siap digunakan
Izin pengambilan/pemakaian sumber air baku sudah ada
Dokumen perencanaan (DED & RAB) telah siap
Dilengkapi oleh unit produksi (IPA lengkap atau pengolahan ai r
sederhana (IPAS/SPL))

2. Peningkata n SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume

dari sarana dan prasarana SPAM terbangun.

Adapun kriteria teknis untuk kegiatan peningkatan SPAM yaitu:
Diperuntukkan bagi daerah yang pelayanan SPAM belum 100%
Terdapat sumber air dengan kapasitas yang h andal
Memiliki lembaga pengelola SPAM
Lahan sudah bebas/siap digunakan
Izin pengambilan/pemakaian sumber air baku sudah ada
Dokumen perencanaan (DED & RAB) telah siap
Dilengkapi oleh pengolahan air sederhana
Perluasan SPA M melalui pemanfaatan idle capacit y SPAM
terbangun dari sistem IKK/PDAM/Komunal
Adapun kriteria teknis untuk kegiatan peningkatan SPAM yaitu:

a. Memiliki sisa kapasitas SPAM/ idle capacity SPAM yang akan
dimanfatkan (I/detik)
b. Memiliki lembaga pengelola SPAM

@m0 oo0oy

Se@ o oo0oTp

c. Kegiatan sudah tercantum dalam business plan PDAM (untuk
pembangunan SPAM JP yang berada pada wilayah pelayanan
PDAM) atau tercantum dalam Rencana Kerja Masyarakat -RKM
(untuk kegiatan SPAM Berbasis Masyarakat)

3. Perluasan SPAM melalui pemanfaatan idle capacit y SPAM terbangun

dari sistem | KK/PDAM/Komunal
Adapun kriteria teknis untuk kegiatan peningkatan SPAM yaitu:
a. Memiliki sisa kapasitas SPAM/ idle capacity SPAM yang akan
dimanfatkan (l/detik)
b. Memiliki lembaga pengelola SPAM

c. Kegiatan sudah tercantum dalam busi ness plan PDAM (untuk
pembangunan SPAM JP yang berada pada wilayah pelayanan
PDAM) atau tercantum dalam Rencana Kerja Masyarakat -RKM

(untuk kegiatan SPAM Berbasis Masyarakat)
d. Dilengkapi dengan pelayanan berupa Sambungan Rumah (SR)

4. Pembangunan baru bagi dae rah yang belum memilik i layanan air
minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) terlindungi,
melalui modul:

a. Sumur dangkal terlindungi
b. Sumur pompa

jdih.pu.go.id
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c. Bak penampungan air hujan

d. Bangunan penangkap mata air terlindungi

Adapun kriteria teknis untuk kegiatan Pembangunan SPAM BJP
yaitu:

Diperuntukkan bagi daerah yang belum memiliki pelayanan SPAM
Terdapat sumber air dengan kapasitas yang handal

Memiliki lembaga pengelola SPAM

Lahan sudah bebas/siap digunakan

Izin pengambilan/pemakaian sumber air baku sudah ada

Dokumen perencanaan (D ED & RAB) telah siap

-0 o0 o

3.1.2. Persiapan Pelaksanaan Konstruksi

3.1.2.1 Pengadaan Barang dan Jasa

Mekanisme pengadaan barang dan jasa merujuk kepada Peraturan Presiden

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan Peraturan

Presiden Nomor 4 Tahun 2015 serta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Pengadaan barang/jasa dapat dilakukan

melalui:

1. Penyedia Barang/Jasa

a. Pengadaan barang/jasa melalui penyedia adalah cara memperoleh

barang/jasa yang disediakan oleh pelaku usaha . Pelaku usaha adalah
setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan
hokum maupun bukan badan hukum vyang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama -sama melalui
perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang
ekonomi.

b. Pelaksanaan pengadaan penyedia barang jasa (kontraktor) mengacu
pada Peraturan Menteri PUPR nomor 7 tahun 2019 tentang Standar
dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstr  uksi Melalui Penyedia

c. Pelaksanaan melalui penyedia barang/jasa dapat dilakukan pada
seluruh menu/lokus DAK Bidang Air Minum kecuali menu kegiatan
Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air
minum untuk Desa Baru Pamsimas.

2. Swakelola
Pengadaan swakelola ~pada DAK Bidang Air Minum adalah yang
dilaksanakan oleh masyarakat atau tipe 4, vyaitu Swakelola yang
direncanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung
jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan
dilak sanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana
Swakelola
Pengadaan swakelola pada DAK Bidang Air Minum dilakukan dengan
mengikuti cara pengadaan swakelola oleh masyarakat pada Program
Pamsimas, tetapi pada DAK Bidang Air Minum tidak mewajibkan ad anya
dana pen damping masyarakat (in kind dan in cash). Secara lebih detall
aturan pelaksanaan kegiatan dengan mekanisme ini dapat diakses melalui
http://pamsimas.pu.go.id

3.1.2.2 Tenaga Fasilitator Lapangan

Tenaga Fasilit ator Lapangan merupakan salah satu factor penting dalam
pelaksanaan DAK Bidang Air Minum yang dilaksanakan secara swakelola. Oleh

karena itu keberadaannya perlu diatur dan diperkuat kapasitasnya agar

personil yang mejadi Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) m erupakan oran g yang
tepat dan berkualitas serta memiliki komitmen yang tinggi dalam mendampingi
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program kepada masyarakat. Alokasi upah/gaji TFL yang akan dicantumkan
dalam kontrak dengan PPK Air Minum SKPD Kabupaten//Kota dapat
mengikuti standar billing r  ate konsultan  Program Pemberdayaan sejenis,
seperti; Program Sanimas, Program Pamsimas, Program Kotaku, Program
NUSP, Program PISEW dan lain -lain.

3.1.3. Pelaksanaan Konstruksi
3.1.3.1 Pelaksanaan Konstruksi dengan Penyedia Jasa (Kontraktual)

1. Jadwal Pelaksanaan Konstruk  si

Pelaksanaan konstruksi infrastruktur ~ air minum yang dibangun melalui
DAK Bidang Air M inum diselesa ikan dalam satut ahun anggaran sehingga
perlu disusun jadwal pelaksanaan pekerjaan sejak da ri dimulainya

pekerjaan sampai dengan s elesainya pekerjaan. Jadwal yang disusun

sudah mempertimbangkan:

a. Beban pekerjaan dengan ketersediaan pekerja

b. Kondisi cuaca yang dapat menghambat pekerjaan

c. Hari-hari libur yang dapat memperlambat progress pekerjaan :
Pekerjaan dinyatakan selesai apabila p enyedia jasa telah
melaksana kan pekerjaan selesai 100% sesuai ketentuan dokumen
kontrak dan telah dinyatakan dalam berita acara penyerahan
pekerjaan.

Apabila penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal

karena keadaan diluar pengendaliann ya dan penyedia telah melap orkan

kejadian tersebut kepada pengguna jasa maka pengguna jasa melakukan

penjadwalan kembali pelaksanaan tugas dengan amandemen kontrak.

2. Bahan/material Konstruksi

a. Ketersediaan bahan/material
Bahan/material tersedia secara cukup sesuai dengan ku antitas yan g
dibutuhkan dan disediakan tepat pada waktu pelaksanaan.

b. Kualitas bahan/material
Bahan/material yang digunakan harus sesuai dengan spesifikasi
teknis yang telah ditentukan, terbukti aman digunakan untuk
konstruksi infrastruktur air minum, dan sesuai denga n Standar
Nasional Indonesia (SNI).

3. Tenaga Ahli/Pekerja Konstruksi
Tenaga Ahli yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan konstruksi
infrastruktur air minum adalah tenaga ahli yang memiliki sertifikat
keahlian kons truksi dan disesuaikan dengan unit -unit y ang akan
dibangun pada sistem pengembangan air minum. Lingkup keahlian yang
dibutuhkan:
a. Ahli Teknik Sipil/St  ruktur/Konstruksi
b. Ahli Teknik Lingku ngan/Ahli Air Minum
c. Ahli Teknik Elektri kal/Mekanikal
d. Ahli Geodesi/S urveyor
e. Asisten Teknik dan Administrasi/Keuan gan
Tenaga Ahli harus terlibat secara langsung sejak tahap persiapan,
pelaksanaan konstruksi, ujicoba sampai dengan pekerjaan tersebut
dinyatakan selesai sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Pelaksana konst ruksi adalah penyedia jasa orang perseoranga n atau
badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional di bidang pelaksana
jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk
mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau
bentuk f isik lain.

4. Kesehatan dan Keselamatan Kerja
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Penyedia barang/jasa bertanggung jawab atas keselamatan pekerjaan saat
konstruksi dan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai dengan Buku Pedoman Penyelenggaraan
SPAM dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 02 Tahun 2018 ten tang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  Nomor
05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Dan
Kesehatan Kerja (SMK3) Konstuksi Bidang Pekerjaan Umum.

Sistem Manajemen Mutu

Penyedia barang/jasa harus menyusun program mutu yang se kurang -
kurangnya berisi :

Informasi pengadaan

Organisasi proyek, pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa
Metode pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan pekerjaan

Prosedur pelaksanaan peker jaan

Prosedur instruksi kerja

Pelaksanaan kerja

Pengendalian pekerjaan

i. Laporan pekerjaan

Pedoman penyusunan Sistem Manajemen Mutu yaitu Buku Pedoman
Penyelenggaraan SPAM dan SE Menteri PUPR Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tata Cara Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pekerjaan
Konstruksi.

—S@meoooTy

Uji Coba ( Commisioning )

Uji coba dari infras  truktur air minum yang telah selesai dibangun melalui

DAK Bidang Air Minum perlu dilakukan untuk mengamati dan menilai

kinerja infrastruktur terbangun pada titik pengendali an proses dan

operasi pada kapasitas tertentu. Tujuan dari  Commisioning yaitu menilai

kinerja keandalan instalasi yang baru dibangun sesuai dengan

perencanaan, menilai fleksibilitas kerja instalasi, memberikan

rekomendasi dan perbaikan apabila terdapat ket idaksesuaian untuk

operasi dan pemeliharaan berdasar perencanaan.

Hasil uji coba har us dilaporkan dengan mencakup data sebagai berikut:

a. Nama pelaksana

b. Kapasitas sistem yang diuji, bahan, dan lokasi

c. Hasil ujicoba yang dilaksanakan contoh: hasil uji kualitas air, uji sifat
hidrolis, uji elektrikal dan mekanikal. Hasil tersebut dituangkan da lam
bentuk tulisan tabulasi dan/atau gambar

d. Persyaratan dari setiap yang diuji

Dokumen hasil uji coba ditandatangani untuk disetujui oleh pihak

pemberi kerja, pelak sana pekerjaan, konsultan, dan tim penguji yang

ditunjuk. Format uji Commisioning dapat dili hat pada Buku Pedoman

Penyelenggaraan SPAM.

Penyusunan Gambar Pelaksanaan ( As Built Drawing )

a. Penyedia jasa harus menyerahkan gambar pelaksanaan (as built
drawing) sebelum p enyerahan akhir pekerjaan
b. Apabila penyedia jasa terlambat menyerahkan gambar pelaks anaan

maka pengguna jasa dapat menahan sejumlah uang sesuai ketentuan
dokumen kontrak

c. Apabila penyedia jasa tidak menyerahkan gambar pelaksanaan maka
pengguna jasa dapat memperhitungkan pembayaran kepada penyedia
jasa sesuai ketentuan dokumen kontrak

Serah Terima Pekerjaan

Serah terima pertama pekerjaan (PHO) dilaksanakan setelah proses Uji
Coba Operasional dan berlanjut ke masa pemeliharaan. Serah terima
akhir pekerjaan dilaksanakan ketika berakhirnya masa pemeliharaan dan

semua dokumen serta informasi pen ting diberikan oleh PPK kepada
PA/KPA. Setelah serah terima pekerjaan dilaku kan maka seluruh aset
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menjadi hak penuh pengguna jasa dan pengelolaan juga menjadi tanggung
jawab penuh penyedia jasa.

3.1.3.2 Pelaksanaan

masyarakat)

Berikut langkah
secara rinci:

Konstruksi

tanpa Penyedia Jasa

(Swakelola oleh

-langkah pelaksanaan kegiatan dalam Program Pamsim as

Tabel 3. 1 langkah -langkah pelaksanaan kegiatan dalam Program Pamsimas

Langkah /

e Tujuan Uraian Hasil
egiatan
1. Pelatihan Meningkatkan Pelatihan ini | Ketrampilan
Teknis pemahaman dan merupakan pelatihan pelaksana
ketramp ilan prakonstruksi  yang kegiatan
pelaksana kegiatan diikuti oleh | meningkat
dan masyarakat di pelaksana kegiata n, |dan  mampu
bidang teknis KKM, tukang, serta melaksanakan
pembangunan masyarakat yang | pekerjaan
SPAM, sistem terlibat dalam konstruksi
pelayanan 100%, pembangunan sarana | dengan baik
operasi dan air  minum  serta
pemeliharaan, dan perlindungan daerah
pentingnya tangkapan air
perlindungan daerah
tangkapan air
2. Pembuatan Memberikan Sebelum kegiatan | Papan
dan informasi yang fisik dimulai, Satlak infomasi yang
Pemasangan | terbuka (transparan) Pamsimas harus | informatif
Papan sebagai bentuk membuat dan
Infor masi pengawasan memasang papan
bersama informasi di tempat
strategis yang mudah
dibaca oleh
masyarakat.  Papan
informasi berisi
struktur  organisasi
KKM, Jenis/Nama
kegiatan, Volume
kegiatan, Biaya
Kegiatan (termasuk
komposisi
pembaiayaan) dan
batas  penyelesaian
pekerjaaan.
3. Penyediaan Memastikan bahwa Sebelum kegiatan | Surat  Hibah
lahan yang |lahan yang akan fisikk dimulai, KKM Tanah
akan digunakan  sebagai dan Satlak Pamsimas
digunakan lokasi bangunan harus memastikan
pembangun sudah dilakukan lokasi penempatan
an  Sistem | hibah, ijin pakai, ijin sarana telah
Penyediaan dilewati yang dilengkapi fengan
Air  Minum | diberikan oleh surat hibah tanah
(SPAM) 0 | pemilik tanah.
antara lain
adala h
sebagai
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Lliggil;?gr{ Tujuan Uraian Hasil
lokasi
untuk ®
Bangunan
p_enangkap . Penjelasan detail
air, lokasi pelaksana n hibah
;umur bor, tanah dalam Juknis
P:ﬂggg’;‘gn Pengamanan
. . Lingkungan dan
ar, . (ir) Sosial Program
Reservmr/M Pamsimas &
énara  al, http://pamsimas.pu.

(i) Rumah go.id/

Pompa, dan
(iv) Jalur
pipa.

. Penguijian Memastikan ~SPAM | Sebelum kegiatan | Hasil Uji
kualitas air yang akan | dilaksanakan untuk | Kualitas Air &

dilaksanakan telah menjamin  kualitas air | Dokumen
sesuai dengan hasil |yang  didistriusikan | Perencanaan
pemeriksaaan memenuhi syarat SPAM dalam
kualitas air sumber RKM

air baku

. Melakukan Memastikan Kegiatan meliputi: Volume yang
pengecekan | kesesuaian a. Pengukuran kembali tepat  sesuai
ulang kebutuhan  volume kebutuhan volume dengan
antara lapangan yang di lapangan sesuai kebutuhan
desain sebenarnya dengan it em
dengan berdasarkan item pekerjaan.
kondisi di | pekerjaan dan jenis b. Memastikan kembali
lapangan material yang telah lokasi, jalur dan
(mutual ditentukan dalam kendala -kendala
chek 0%) RKM yang berpotensi

menghambat
pekerjaan yang
terkait dengan
volume.

. Membuat Terlaksananya Kegiatan meliputi: a. Jadwal
jadwal pekerjaan tepat | a. Pertemuan dengan pelaksanaan
pelaksanaa | waktu, efektif dan masyarakat yang terperinci
n yang | fisien terkait dengan yang
disesuaika ketersediaan memuat
n dengan material dan ketersediaan
kondisi kesiapan tenaga in-kind,
lapangan, kerja tenaga kerja
cuaca dan b. Memastikan masyarakat,
kemampua ketersediaan tenaga volume
n terampil (tukang) pekerjaan
masyarakat yang terdap at di dan jangka

desa tersebut. waktu
penyelesaia
n yang
dibuat
perhari

(disesuaikan
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Lliggil;?gr{ Tujuan Uraian Hasil
dengan
ketersediaan
material,
peralatan
dan tukang)
serta jadwal
Pencairan
Termyn.

b. Keputusan
bersama
mengenai
penggunaan
Pihak Ketiga
sebagai
pelaksana
terkait
dengan
keterbatasa
n sumber
daya
manusia
dan
teknologi
(jika ada)

. Penggunaa | Terpilih nya Pihak | Kegiatan meliputi: Terpilihnya

n Pihak | Ketiga yang dapat | Melakukan survey Pihak  Ketiga

Ketiga mendukung kegiatan harga, diskusi dan sesuai

sebagai pelaksanaan menggali informasi ke prosedur

pelaksana konstruksi banyak pihak untuk dengan
pekerjaan mencari tenaga | memastikan
dan atau pelaksana dan atau kembali
pengadaan pengadaan material kesanggupan
material/al (Pihak Ketiga) yang |dan

at mampu m elaksana kan | kemampuan

pekerjaan dan atau melaksanakan
pengadaan pekerjaan
material/alat. yang sesuai
Pemilihan Pihak Ketiga spesifikasi
sesuai dengan | teknis dengan
ketentuan yang | harga yang
berlaku (lihat Juknis termurah dan
Pengadaan Barang | dapat
dan Jasa di Tingkat dipertanggung
Masyarakat) jawabkan
Pengadaan | @ Melengkapi Kegiatan meliputi: Tersedianya
material kebutuhan a. Pembelian material material
dan alat material untuk Pembelian Material sesuai
bantu pembangunan sesuai dengan | kebutuhan
sesuai infrastruktur ketentuan yang dan sesuai
dengan b. Mempermuda h berlaku (lihat Juknis spesifikasi
kebutuhan dalam setiap Pengadaan Barang | teknis yang
tahapan dan Jasa di Tingkat disyarat kan
pelaksanaan Masyarakat) (misal pipa
sesuai dengan | b. Pengumpulan SNI)
tenaga kerja yang material alam (in -
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Lliggil;igr{ Tujuan Uraian Hasil
disiapkan kind)

9. Pelaksana Konstruksi  sarana Kegiatan meliputi: Terbangunnya
an air  minum  yang a. Pelaksanaan sarana air
konstruksi dibangun, sesuai pekerjaan minum sesuai
sarana air | Standar dan berdasarkan dengan
minum spesifikasi teknis tahapan yang | jadwal, biaya,

yang ditentukan ditentukan  dalam terpen uhinya
jadwal pelaksanaan kontribusi in -
b. Pelaksanaan kind dan
kontribusi  in -kind | mutu yang
(tenaga kerja) sesuai | dapat
dengan tahapan | dipertanggung
yang ditentukan jawabkan

10. Pelaksana Kontruksi sarana air Kegiatan meliputi : Terbangunnya
an minum Pelaksanaan sarana air
Fasilitas memperhatikan konstruksi sesuai minum  yang
umum kebutuhan dengan desain secara | memenuhi
yang bebas | penyandang teknis dapat diakses prinsip
barrier disabilitas. oleh penyandang | inklusif  dan
(hambatan disabilitas, dan universal
). dibangun sesuai | desain

desain tersebut
11. Pengawasa | Memastikan dan Melaku kan Sarana yang
n rutin menjamin pengawasan rutin di terbangun

pelaksanaan lapangan dan | sesuai dengan
konstruksi se suai | membuat laporan perenc anaan
dengan perencanaan | kemajuan  pekerjaan dan
(sesuai spesifikasi | konstruksi berkualitas
teknis: penggunaan Melakukan tinggi
material yang | pengecekan terhadap
bermutu, dan lain - | penggunaan material,
lain) kualitas pemasa ngan,

peletakan bangunan,

dan sebagainya sesuai

dengan ketentuan

12. Pengujian Memastikan seluruh Melakukan pengujian Sarana air
kualitas sarana berfungsi dengan mencoba | minum dan
sarana dengan baik sesuai seluruh sarana air sanitasi

dengan perencanaan minum dan sanitasi berfungsi
berfungsi dengan baik. dengan  baik
Sebagai contoh air |dan siap
mengalir cukup untuk
(kuantitas, kualitas, digunakan
tekanan, dan
sebagainya) di seluruh
hidran umum dan
kran umum
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3.1.3.3 Mekanisme Pembayaran Pekerjaan Swakelola

Pembayaran pekerjaan swakelola kepada kelompok masyarakat dapat
dilakukan sebagai berikut:

1. pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara
harian/mingguan berdasarkan kesepakatan da n daftar hadir pekerja/
HOK;

2. pembayaran gaji tenaga ahli perseorangan (apabila diperlukan) dilakukan
berdasarkan kontrak konsultan perseorangan atau tanda bukti
pembayaran;

3. pembayaran bahan dan/atau peralat an/suku cadang di lakukan
berdasarkan Kontrak peng adaan barang;

4. mengingat denga n terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
PMK/130.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, maka
penyaluran dana kepada  kelompok masyarakat dapat dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut :

a. SKPD yang memperole h alokasi pagu anggaran DAK B  idang Air Minum
tahun anggaran berkenaan dibawah 1 milyar rupiah dapat mengacu
kepada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 dengan proses
pencairan kepada TPS -KSM dapat dilakukan sebagai berikut:

1) Tahap | dib erikan 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan
dana apabila kelompok masyarakat telah siap melaksanakan swakelola
yang dibuktikan dengan terverifikasi dokumen RKM ;

2) Tahap Il dib erikan 30% (tiga pul uh perseratus) dari keseluruhan dana
apabila pekerjaan fisik telah mencapai 30% (tiga puluh perseratu s) dan
disertai dengan Laporan Penggunaan Dana (LPD) tahap | ; dan

3) Tahap Il dib erikan 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan
dana apabila pekerjaan fisik telah mencapai 60% (enam puluh
perseratus) dan disertai dengan Lapor an Penggunaan Dana (LPD)
tahap II.

b. SKPD yang memperoleh alokasi pagu anggaran DAK Bidang Air Minum
pada tahun anggaran berkenaan diatas 1 milliar rupiah dapat
menyesuaikan dengan mekanisme transfer yang diatur dalam
PMK/130.07/2019 dengan proses pencairan dana ke rekening
kelompok masyarakat dengan tahapan antara lain sebagai berikut:

1) Tahap | dapat dicairkan sebesar 25% apabila dokumen RKM dan
kontrak kerja sama dilaksanakan;

2) Tahap Il dapat dicairkan sebesar 45% apabila progres fisik mencapai
minimal 20 % d isertai dengan LPD Tahap I;

3) Tahap Il dapat dicairkan sebesar 30% apabila progres fisik telah
mencapai minimal 60 % disertai dengan LPD Tahap II.
PPK dengan kelompok masyarakat wajib melakukan sekurang -

kurangnya 1 (satu) kali addendum dan/atau amandemen k ontrak,
dilakukan sebelum Tahap IIl. Ini wajib dilakukan dalam rangka
menyesuaikan kondisi lapangan berdasarkan perubahan -perubahan

yang terjadi, seperti perubahan volume (panjang pipa, jumlah
manhole , jumlah sambungan rumabh, dll).

3.1.3.4 Ketentuan Teknis SPAM Ja ringan P erpi paan (JP)

1. Umum
Sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan (yang selanjutnya
disingkat SPAM JP) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana
penyediaan air minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem
perpipaan. Yang dimaksud dengan pelanggan adalah pengguna jasa
pelayanan air minum.
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a. Ruang Lingkup
Ruang lingkup panduan teknis SPAM JP:
1) Unit air baku
2) Unit produksi
3) Unit distribusi
4) Unit pelayanan
5) Bangunan pelengkap dan fasilitas penunjang
b. Acuan Normatif
Acuan normatif panduan teknis sistem penyediaan air minum dengan
jaringan perpipaan sebagai berikut:
1) SNI 0140:2007 tentang Cara Pengukuran Debit Air
2) SNI 0004:2008 tentang Tata Cara Commissioning  Instalasi
Pengolahan Air
3) SNI 2547:2008 tentang Spesifikasi Meter Air
4) SNI 3981:2008 tentan g Perencanaan Instalasi Saringan Pasir Lambat
5) SNI 6773:2008 tentang Spesifikasi Unit Paket Instalasi Pengolahan
Air
6) SNI 6774:2008 tentang Tata Cara Perencanaan Unit Paket Instalasi
Pengolahan Air
7) SNI 6775:2008 tentang Tata Cara Pengoperasian dan Pemelihara an
Unit Paket Instalasi Pengolahan Air
8) SNI 2418.2:2009 tentang Pengukuran Aliran Air Dalam Saluran
Tertutup untuk Meter Air Bagian 2 Pemasangan meter air
9) SNI 7531:2009 tentang Alat Pengolah A ir dengan Membran Ultra
10) SNI 7427:2011 tentang Katup Meter Air
11) SNI 7504:2011 tentang Spesifikasi Material Fiberglass Reinforced
Plastic Unit Instalasi Pengolahan Air
12) SNI 7505:2011 tentang Spesifikasi Material Baja Unit Instalasi
Pengolahan Air
13) SNI 7506:2011 tentang Speifikasi Material Baja Tahan Karat Unit
Instalasi Pen golahan Air
14) SNI 7507:2011 tentang Spesifikasi Bangunan Pelengkap Unit
Instalasi Pengolahan Air
15) SNI 7508:2011 tentang Tata Cara Penentuan Jenis Unit Instalasi
Pengolahan Air Berdasarka n Sumber Air Baku
16) SNI 7509:2011 tentang Tata Cara Perencanaan Teknik Jari ngan
Distribusi dan Unit Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum
17) SNI 7510:2011 tentang Tata Cara Pengolahan Lumpur Pada Instalasi
Pengolahan Air Minum dengan Bak Pengering Lumpur
18) SNI 7828:2012 tentang Kualitas Air 0 Pengambilan Contoh 0 Bagian
5: Pengambila n Contoh Air Minum Dari Instalasi Pengolahan Air
dan Sistem Jaringan Distribusi Perpipaan
19) SNI 7829:2012 tentang Standar Bangunan Pengambilan Air Baku
untuk Instalasi Pengolahan Air Minum
20) SNI 7830:2012 tentang Tata Cara Pengendalian Mutu Pembangunan
Inst alasi Pengolahan Air Minum
21) SNI 7831:2012 tentang Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum
22) SNI 4829.1:2015 tentang Sistem Perpipaan Plastik 0 Pipa Polietilena
(PE) dan Fiting untuk Sist em Penyediaan Air Minum Bagian 1: Umum
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23) SNI 4829.2:2015 tentang Sistem Per  pipaan Plastik 9 Pipa Polietilena
(PE) dan Fiting untuk Sistem Penyediaan Air Minum Bagian 2: Pipa
22

24) SNI 4829.3:2015 tentang Sistem Perpipaan Plastik 0 Pipa Polietilena
(PE) dan Fiti ng untuk Sistem Penyediaan Air Minum Bagian 3: Fiting

25) SNI 1ISO 17613 -1:201 2 tentang Pompa yang diopersikan secara
Manual Untuk Air Minum 0 Pemilihan dan Penerimaan

26) SNI I1ISO 17613 -1:2012 tentang Pompa yang dioperasikan secara
Manual Untuk Air Minum 0 Pemiliha n dan Penerimaan.

2. Istilah dan Definisi

Dalam panduan teknis ini yang di maksud dengan:

a. Air baku
Air baku untuk air minum rumah tangga yang selanjutnya disebut
sebagai air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air
perukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi
baku mutu tertentu sebagai air baku untuk ai r minum.

b. Air minum
Air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa
proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat
langsung diminum.

c. Airtanah
Air yan g terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah
permukaan tanah

d. Air permu kaan
Semua air yang terdapat pada permukaan tanah

e. Air angkasa
Semua air yang terdapat di atas permukaan tanah

f. Air laut
Air yang mempunyai kandungan salinitas atau kadar garam ting gi
dengan nilai TDS 10.000 ¢ 40.000 mg/L

g. Air payau

Air yang mempunyai kandung an salinitas atau kadar garam dengan
nilai TDS 1000 & 15.000 mg/L

h. Air gambut
Air permukaan atau air tanah yang dipengaruhi oleh kondisi tanah
gambut, memiliki karakteristik kekeru han rendah,berwarna coklat tua

sampai kehitaman (100 & 1200 unit PTCo), kadar  organik tinggi (130 0
1600 mg/L KmnO4) dan bersifat asam (pH 3 05)

i. Air tercemar
Air permukaan atau air tanah yang udah tercemar zat organic atau
anorganik, mempunyai nilai TDS > 500 mg/L, kekeruhan < 300 NTU
dan COD < 100 mg/L

J. Kesadahan
Konsentrasi total dari ion kalsium dan magnesium dalam air yang
berbentuk kalsium karbonat
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3. Unit Air Bak u
Unit air baku adalah sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia

air baku, meliputi bangunan
pengambilan/penyadapan, alat pengukura
sistem pemompaan, dan/atau bangunan

perlengkapannya

92

penampungan

air,

bangunan

n, dan peralatan pemantauan,

sarana

pembawa

serta

Penentuan Jenis Bangunan Pengambilan Air Baku Berdasarkan Sumber Air
dan Karakteristiknya
berdasarkan sumb er air dan karakteristiknya mengacu pada SNI 7829:2012

tentang Standar

Pengolahan Air Minum.

Tabel 3. 2 Matriks Jenis Bangunan P

Bangunan

Pengambilan Air

Baku

untuk

Penentuan jenis bangunan pengambilan air baku

Instalasi

engambilan Air Baku

Pompa air baku
dan
kelengkapannya

Saluran inlet

Bangunan
pengendap

Bangunan
sumuran

Pintu air
Alat ukur debit

Pipa transmisi air
baku dan
kelengkapann ya

Ketebalan air cukup
untuk dapat masuk
ke inlet

Harus ditempatkan
pada sungai yang
lurus

Alur sungai tidak
berubah -ubah

Kestabilan lereng
sungai cukup mantap

Intake
jembatan

Jembatan
penambat

Saringan
Ruang pompa

Pompa air baku
(submersible atau
centrifugal) dan
kelengkapannya

Pipa transmisi air
baku dan
kelengkapannya

Alat ukur debit

Fluktuasi air danau
tidak te rlalu besar

Pada tepi danau yang
landai dan hanya
tergenang air pada
kondisi muka air
danau maksimum
(penempatan intake
memungkinkan
menjorok ke danau)

Kondisi tanah pada

lereng danau cukup
stabil

- Intake infiltrasi
galeri (saluran
resapan)

Media infiltras

Pipa pengumpul
berlubang

Sumuran

Pompa air baku
dan
kelengkapannya

Pipa transmisi air
baku dan
kelengkapannya
Saringan

Alat ukur debit air
baku

Tebal air sungai tipis

Aliran air tanah
cukup untuk
dimanf aatkan

Sedimentasi dalam
bentuk lumpur
sedikit

Muka air tanah
terletak maksimal 2
meter dari dasar
sungai

Kondisi tanah dasar
sungai cukup poros

Bangunan Keterangan
ig Sumber Penangkap/ Sarana dan
’ air baku Pengambilan Air prasarana Khusus Umum
Baku
A. Air Permukaan
a. Air - Intake bebas Saringan Muka air fluktuatif >
sungai 5 meter.

Peletakan intake tidak
boleh dibangun pada
belokan sungai.
Bangun an intake
berjarak 15 m dari
sungai
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Bangunan Keterangan
. Sumber Penangkap/ Sarana dan
’ air baku Pengambilan Air prasarana Khusus Ul
Baku
- Intake bendung 1 Saringan V Tebal air tidak cukup
1 Saluran inlet untuk intake Bebas
V Sungai tidak
1 Eendung | dimanfaatkan untuk
onvensiona transportasi
fl Pintu Bilas V Palung sungai tidak
1 Pintu Air terlalu besar
i Bangunan
pengendap
f Bangunan
sumuran
1 Pompa air baku
dan
kelengkapannya
1 Alat ukur debit air
baku
1 Pipa transmisi air
baku dan
kelengkapannya
- Intake ponton 1 Pelampung ata u V  Bantaran sungai
ponton cukup lebar
i Ruang ponton V Fluktuasi muka air
f Pengaman cukup besar
benturan V' Alur sungai yang
P bat berubah -ubah
T er.lam @ V  Tebal air cukup
I Tali penambat untuk penempatan
1 Pipa fleksibel dan pompa
kelengkapannya
1 Pipa transmisi air
baku dan
kelengkapannya
1 Saringan
9 Pompa air baku
dan
kelengkapannya
1 Alat ukur debit air
baku
-River intake 1 Sumur beton V Untuk air sungai yang
. mempunyai
il E:Q;:g;k (pipa perbedaan level muka
air pada musim hujan
1 Katup dan musi kemarau
1 Pompa air baku yang cukup tinggi
T Alat ukur debit
1 Pipa transmisi air
baku
1 Saringan
b. Air - Intake bebas 1 Saringan V' Muka air fluktuatif >
danau 1 Pompa air baku 5 meter.
dan V  Ketebalan air cukup
kelengkapannya Lmt_lﬂI( dapat masuk
. e inlet
1 Saluran inlet V. Harus ditempatkan Peletak an intake tidak
1 Bangunan pada sungai yang boleh dibangun pada.l
pengendap lurus belokan sungai.
1 Bangunan V  Alur sungai tidak Bar.wgunan mtal.(e
sumuran berubah -ubah berjarak 15 m dari
1 Pintu air V Kestabila n lereng sunga
q Alat ukur debit sungai cukup mantap
1 Pipa transmisi air V  Fluktuasi air danau

baku dan
kelengkapannya

tidak terlalu besar
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kelengkapannya

secara umum
kebutuhan air di

Bangunan Keterangan
. Sumber Penangkap/ Sarana dan
" | airbaku Pengambilan Air prasarana Khusus Umum
Baku
-Intake jembatan 1 Jembatan Fluktuasi air danau
penambat tidak terlalu besar
1 Saringan Pada tepi danau yang
landai dan hanya
fi Ruang pompa tergenang air pada
1 Pompa air baku kondisi muka air
(submersible atau danau maksimum
centrifugal) dan (penempatan intake
kelengkapannya memungkinkan
1 Pipa transmisi air menjorok ke danau)
baku dan Kondisi tanah pada
kelengkapannya lereng danau cukup
1 Alat ukur debit stabil
c. Air laut - Intake tipe pipa | § Pipa dan Elevasi dasar pantai Kondisi daerah
langsung dari asesorisnya dan laut tidak terlalu pantau dengan
pinggir pantai ke 1 Supporting berupa varla'tl.f . (gc?r!r?k?;i?ggak
laut bandul pipa (harus P‘emlllhan mat erial besar. Um umnva
kuat menahan pipa non korosif, kuat i J K ¢ ﬁ’
ombak) terhadap benturan k'gun"’_‘t a”k“”,lud
lat ukur debi . dari luar, mudah apasitas kecil dan
1 ,t’-)\ila(tu ur debit  air penyambungan, sedang (O
axu elastisitas Tidak ada aktifitas
1 Saringan Material pipa yang dlseklktJar pantai A
digunakan jenis yang berpengaru
HDPE dan FRP terhadap pipa
Bandul pipa ke dasar
pantai sebai knya
dibuat lebih kuat
- Intake dermaga | § Pipa dan Umumnya pemilihan
asesorisnya material dermaga Kondisi daerah
yang digunakan beton ISI
T Dermaga bertulang dan kayu pantai d engan
1 Penerangan dan ulin gelombang
rambu pengaman Jarak panjang saat Sm?gl;)y:esar,
9 Pompa air baku kondisi pasang dan digunakan untuk
dan kondisi surut tidak kapasitas besar
kelengkapannya terlal u jauh (>50 I/s)
1 Alat uk ur debit air Perlu penerangan dan Banyak akiifitas
baku rambu pengaman disekitar pantai
:glrjr:adap lalu lintas yang berpgngaruh
terhadap pipa
- Intake sumur | § Sumur Pemilihan material
(shallow well ) sumur (casing stainer
il B::gzr?g: stainless atau beton
peng bertulang) umumnya
1 Pipa kedalaman sumur 6 -
; 12 m yang dengan
P k
T Pompa air ba. . diamater 1.5 -3 m
T Alat ukur debit Tinggi air di sumur
fl saringan saat kondisi pasang condisi daerah
i isi ai dengan kondisi surut ondisi aaeral
Pipa transmisi air )
P shal tidak terlalu jauh pantai dengan
baku
. . gelombang
Lapisan dasar pantai (ombak) besar
pasir, tidak ada Umumnya untui(
batuan yang kapasita s kecil (<
mengganggu resapan 10 I/s)
P:rrllual;re]lgrg];;:an Banyak aktifitas
peng disekitar pantai
B. Air Tanah
a. Air Sumur dangkal 1 Pipadan Pertimbangan
tanah kelengkapannya pemilihan sumur
dangkal | Pompa tangan dan dangkal adalah

1 Pompa mesin dan
kelengkapannya

daerah perencanaan
kecil; potensi sumur
dangkal dapat
mencukupi

kebutuhan a ir bersih
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No.

Sumber
air baku

Bangunan
Penangkap/

Pengambilan Air
Baku

Sarana dan
prasarana

Keterangan

Khusus

Umum

di daerah
perencanaan (dalam
kondisi akhir musim
kemarau/kondisi
kritis).

Air
tanah
dalam

Sumur dalam

1 Pipa dan
kelengkapannya

1 Pompa mesin dan
kelengkapannya

Pertimbangan
pemilihan sumur
dalam adalah secara
umum kebutuhan air
di daerah

perenc anaan cukup
besar; di daerah
perencanaan potensi
sumur dalam dapat
mencukupi
kebutuhan air minum
daerah perencanaan
sedangkan kapasitas
air dangkal tidak
memenuhi.

Mata air

-Bangunan
penangkap mata
air

(broncaptering )

1 Bangunan PMA
Bak penampung

1 Pipa keluaran
(Outlet)

1 Pipa peluap ( Over
flow)

1 Pipa pengurasan
((Wash Out)

T Alat Ukur debit

1 Konstruksi
penahan erosi

M Lubang
pemeriksaan
(man hole)

1 Saluran Air
Hujan keliling
(drainase )

1 Pipaudara ( vent)

Permukaan air dalam
bangunan penangkap
tidak boleh lebih
tinggi dari permukaan
air asal (permukaan
mata ai r sebelum ada
bangunan) pada
musim kemarau agar
mata air tidak hilang.

Pipa peluap (over
flow) pada
bangunan penangkap
dipasang pada
ketinggian muka air
asal.

Bangunan penangkap
bagian luar harus
kedap terhadap air
dan tanah longsor
Tinggi dindi ng
bangunan penangkap
minimum 20 cm dari
muka air asal.

Bagian bawah
bangunan penangkap
merupakan pondasi
dengan kedalaman
minimum 60 cm dari
dasar mata air.

Pembuatan pondasi
bangunan penangkap
mata air dibua t
sedemikian rupa
sehingga tidak
mengganggu ali ran
air tanah.

Bangunan penangkap
mata air dilengkapi
dengan saluran air
hujan yang kedap air
yang dibuat
mengelilingi
bangunan penangkap
mata air bagian atas
dengan kemiringan 1

0 5 % ke arah saluran
pembuang untuk
mencegah masuknya
air ke bangunan
penangkap mata air.

Tinggi maksimum

bangunan penangkap
mata air didasarkan
pada tinggi muka air
dalam kolam
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No.

Sumber
air baku

Bangunan
Penangkap/

Pengambilan Air
Baku

Sarana dan
prasarana

Keterangan

Khusus

Umum

ditambah ruang
bebas.

Bak Penampung
harus kedap air,
permukaa n licin,
tertutup dan
dilengkapi dengan
pipa udara. p ipa
peluap, pipa
penguras, alat ukur,
pipa keluar, dan
lubang pemeriksa
(man hole)

Sekeliling bangunan
dipasang pagar untuk
menghindari
masuknya binatang
atau orang yang tidak
berkepentingan

Bangunan pen angkap
mata air dan bak
penampung
diletakkan sedekat
mungkin . Dalam hal
tertentu atau alasan
teknis, kedua
bangunan ini dapat
ditempatkan agak
berjauhan dengan
jarak maksimum 30
m dan dihubungkan
dengan pipa.
Penempatan
bangunan PMA harus
aman terhadap
pencemaran yang
disebabkan oleh
pengaruh luar

Penempata n
bangunan PMA pada
lokasi yang
memudahkan dalam
pelaksanaan dan
aman terhadap daya
dukung alam,
terhadap longsor dan
lain lain

Dimensi bangunan
PMA harus
mempertimbangkan
Kebutuhan
Maksimum Harian

Konst ruksi bangunan
PMA harus aman
terhadap gaya guling,
gaya geser, rembesan,
gempa dan uplift.

Konstruksi bangunan
PMA direncanakan
dengan umur efektif
(life time) minimal 25
tahun

Bak pengumpul
terlindung dari sinat
matahari untuk
mencegah
pertumbuhan algae

a.

Bangunan Penangkap Mata Air (Bangunan PMA)
Spesifikasi bangunan modul PMA yang diperlukan meliputi:
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2)

3)

4)

5)

6)
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Bangunan penangkap bagian luar :

a) Kedap terhadap air dan tahan longsor

b) Tinggi dinding minimum 20 cm

Dinding bangunan penangkap, perlin dungan tebing dan  saluran
drainase terbuat dari pasangan batu

Saluran drainase dibuat mengelilingi bangunan penangkap bagian
atas, lantai saluran harus kedap air, dibuat dengan kemiringan 1% -
5% kearah saluran pembuang.

Penutup bangunan penangkap dibuat dari beton bertulan g dengan
tulangan praktis

Bak penampung harus kedap air, permukaan licin, tertutup,
dilengkapi dengan  manhole, pipa udara, pipa peluap, dan pipa
penguras.

Bangunan Penangkap Mata Air (Bangunan PMA) dibedakan menjadi
bangunan penangkap dan bangunan pengump ul sumur an.

1)

2)

Bangunan Penangkap

Perlengkapan bangunan penangkap adalah outlet untuk kon sumen
air bersih, outlet untuk konsumen lain (perikanan atau pertanian,
dan lain -lain), pe luap (overflow), penguras (drain), bangunan
pengukur debit, konstruksi penahan erosi, lubang periksa (manhole),
saluran drainase keliling, pipa ventilasi.

POTONGAN /" 1

Gambar 3.1 Model Bangunan Penangkap

Bangunan Pengumpul atau Sumuran

Perlengkapan bangunan penangkap adalah outlet untuk kon sumen
air bersih, outlet untuk konsumen lain (perikanan atau pertanian,
dan lain -lain), pe luap (overflow), penguras (drain),
bangunanpengukur debit, konstruksi penahan erosi, lubang
periksa (manhole), saluran drainase keliling, pipa ventilasi.

Gambar 3.2 Model Bangunan Sumuran
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c. Bangunan Pengambilan Air Tanah (sumur)
Sumur dalam: Permukaan statis air tanah dalam berkisar pada
kedalaman antara 20 meter sampai dengan 80 m eter sampai dengan
200 m. Permukaan air akan lebih rendah apabila air mengalir keluar
melalui lubang atau pada saat pemompaan. Penurunan tinggi

permukaan air ini disebut penurunan permukaan atau Draw

Down ",

444[
T o
|
z
| T
¥

\

—

Engsel

AR

b. Bangunan Intake Air Permukaan

Intake merupakan suatu bangunan penangkap atau pengambilan air
baku yang akan diolah sesuai dengan peren canaan. Pada intake, air

baku akan dikumpulkan dan ditransmisikan ke bangunan pengolaha n.
Syarat utama bangunan intake adalah kehandalan, keamanan dan
pengoperasian yang minimal. Terdapat bermacam -macam jenis intake

yang tergantung kepada lokasi penangkapa n air.
Pemilihan bangunan pengambilan air permukaan dibedakan menjadi:
1) Intake Tower
Lokas i intake ini berada di atas tanah. Kriteria intake tower:
a) Lokasi
Sedekat mungkin dengan tepian air namun ditempatkan dimana
kedalaman air min imum 10 ft (3 m) dengan p erkecualian intake
berukuran kecil.
b) Bentuk dan Ukuran
Bagian puncak tower mempunyai ketinggian minimal 5 ft (1,5 m)
diatas permukaan air tertinggi. Jembatan penghubung juga
mempunyai ketinggian yang sama. Diameter dalam tower harus
cukup besar untuk melet  akkan dan memperbaiki pintu intake.
c) Struktur
Material yang dipergunakan unt uk membangun tower harus kuat
dan tahan lama seperti ranforced concread dan harus dibangun
diatas pondasi yang kokoh sehingga dapat bertahan saat banijir.

2) Intake Ports
Kriteria inta ke port :
a) pintu intake ports harus tersedia untuk beberapa kedalam air.
Pintu terendah terletak 2 ft dari dasar, interval vertikal pintu -
pintu tersebut 10 -15 ft (3 -4,5 m). Kecepatan aliran yang melewati

pintu pada ketinggian yang sama tidak boleh melebih i 1 fps (0,3
m/s). Di daerah - daerah sering terjadi pembekuan air , kecepatan
aliran diharapkan dibawah 0,5 fps (0,15 m/s).

b) Bar screen harus tersedia pada setiap pintu. Terletak pada bagian
luar katup, diameter batang bar screen 0,5-0,75 inchi yang

terbuat dari baja dan terletak 2 -3 inchi antara satu dengan yang
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lainnya. Pada kondisi normal kecepatan melewati bukaan screen
tidak boleh melewati 2  Food and Beverage Service (0,6 m/s). Pada
kasus khusus kecepatan dibatasi dibawah 0,35 Food and
Beverage Service (0,1 m/s) untuk mencegah ikan kecil terhisap.

c) Fine screen wuntuk menyisihkan benda -benda terapung dan
melindungi pada sebagian besar kasus, jarak bukaan saringan
berkisar antara 3/16 -3/8 inchi (59,5mm) dan kecepatan
maksimal 2 ft. Penggunaan pembersih hidro lis sangat
direkomendasikan.

3) Short Intake

Kriteria short intake

a) Lokasi: ditempatkan di ketinggian air minimum 6 ft (1,8m).

b) Tipe: time sumur shipon, tersuspensi, terapung, tergantung
situasi.

c) Struktur: tergantung tipe intake, tapi pada dasarnya sama
dengan intake tower

4. Sistem Pemompaan dan Pipa Transmisi Air Baku
a. Pipa Transmisi Air Baku

Pemilihan bahan pipa transmisi air baku harus mengacu pada

persyaratan teknis beberapa SN |, antara lain:

1) Spesifikasi pipa PVC mengikuti standar SNI 03 -6419 -2000 tentang
Spesifikasi Pipa PVC bertekanan berdiameter 110 -315 mm untuk Air
Bersih dan SK SNI S -20-1990-2003 tentang Spesifikasi Pipa PVC
untuk Air Minum.

2) SNI 06-4829 -2005 tentang Pipa Polietilena Untuk Air Minum.

3) Standar BS 1387 -67 untuk pipa baja kelas medium.

4) Fabrik asi pipa baja harus sesuai dengan AWWA C 200 atau SNI -
070822 -1989 atau Sl 2527 -90 atau JIS G 3452 dan JIS G 3457. e.
Standar untuk pipa  ductile menggunak an standar dari 1SO 2531 dan
BS 4772.

b. Sistem Pemompaan

Pemasangan pompa penguat diperlukan untuk menaikkan tekanan

berdasarkan pertimbangan  teknis: jarak atau jalur pipa terjauh, kondisi

topografi, s erta kemiringan hid rolis maksimum pipa  yang akan

digunakan. Dalam kondisi normal, kemiringan hidrolis berkisar antara  2-

4 m/1.000 m.

1) Lokasi stasiun pompa peng uat (booster pump) dalam desain

hidrolis sistem air baku harus terletak di atas muka banjir dengan
periode ulang 50 tahun dan mudah dijangkau dan sedekat
mungkin dengan masyarakat atau permu kiman.

2) Sistem langsung atau  Direct Boosting
Pada sistem ini, jari ngan perpipaan transmisi air bak u harus
dilengkapi dengan pipa bypass yang dilengkapi katup searah
untuk mencegah (pukulan air/water hamer). Ukuran pipa bypass
sama dengan pipa tekan.
3) Sistem tidak langsung
Pada sistem ini, volume tangki hisap minimum untuk
penampungan selama 2 jam atau s  esuai dengan debit masuk dan
keluar, jika debit pengisian dan pemompaan berfluktuasi.
- Penyangga pompa dan generator harus kuat dan aman
dari getaran.
- Ventilasi, berfungsi untuk menjaga temperatur ruangan dan
sirkulasi udara sehingga panas di ruangan  dapat dikeluarkan,
terutama untuk pendinginan pada motor penggerak pompa.
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- Struktur bangunan, berfungsi untuk melindungi peralatan
pompa dan sumber daya energi dari gangguan baik cuaca dan
hewan.

- Bangunan

sarana

diantaranya:

(1) Katup pelepas udara, yang berfungsi

(3) Katup

5. Unit Produksi

pembawa

serta

perle

yang terakumulasi dalam pipa transmisi.
(2) Katup pelepas t ekanan, yang ber fungsi

mereduksi

pipa transmisi.

transmisi.
(4) Katup ventilasi

tertentu guna menghindari

penguras
menguras akumulasi

ngkapannya,
melepaskan udara

melepas a tau
tekanan berlebih yang mungkin terjadi pada

(wash-out valve), berfungsi untuk
lumpur atau pasir dalam pipa
udara perlu disediakan pada titi k-titik

terjadi nya kerusakan pada pipa

keti ka berlangsung tekanan negatif atau kondisi vakum
udara.

Penentuan jenis unit instalasi pengolahan air minum mengacu pada SNI
tentang Tata Cara Penentuan Jenis Unit Instalasi Pengolahan Air Berdasarkan

Sumber Air Baku.

Tabel 3.3 Matriks Alternatif Pengolahan Pendahuluan

7508:2011

Sarana dan
Pengolahan Prasarana Parameter _ Pengolahan
pendahuluan Pengolahan Kualitas Lanjutan
Pendahuluan
Saringan pasir 5 sampai i
lambat*) 50 NTU
Saringan  kasar | Saringan kasar
(roughting filter ) 1 Pompa air baku 50 NTU -
dan P 200 NTU IPA Lengkap
kelengkapannya
Prasedimentasi f Bak _
prasedimentasi
1 Pipainlet
1 Pipa outlet Kekeruhan 200 NTU -
1 Pipa pembuang 600 NTU IPA Lengkap
lumpur
1 Pompa air baku
dan
kelengkapannya
Cyclon desander T Alat cyclon
desander
1 Pompa air baku
dan > 600 NTU | IPA Lengkap
kelengkapannya
i Pipadan
kelengkapannya
Aerator . Fe>0,3
1 Mesin aerator ppm
1 Pipadan Fe dan Mn Mn>0,4
kelengkapannya ppm IPA Lengkap
T Pompa dan >100 TCU
kelengkapannya Warna dan '
1 Blower pH PH <5
Dissolved Air | § Alat DAF 1000 - Backrish
Flotation (DAF) {1 Pipa dan TDS 15000 ppm Water
k elengkapannya Reverse
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Pengolahan
pendahuluan

Sarana dan
Prasarana
Pengolahan
Pendahuluan

Pompa dan
kelengkapannya

Prefilter

= =8

Filter membran
Pipa dan
kelengkapannya

Pompa dan
kelengkapannya

Ultrafiltrasi

= =

Alat ultrafiltrasi
Pipa dan
kelengkapannya
Pompa d an
kelengkapannya

Parameter

Pengolahan

Osmosis
(BWRO)

Dissolved Air

Flotation (DAF)

E ]

Alat DAF

Pipa dan
kelengkapannya
Pompa dan
kelengkapannya

Prefilter

=a —a

Filter membran
Pipa dan
kelengkapannya
Pompa dan
kelengkapannya

Ultrafiltrasi

E ]

Alat Ultrafiltrasi
Pipa dan
kelengkapannya
Pompa dan
kelengkapannya

TDS

Sea Water
Reverse
Osmosis
(SWRO)

> 15000 -
40000 ppm

Tabel 3.4 Matriks Instalasi Pengolahan Air Lengkap

Unit Pengolahan

Jenis

Sarana dan Prasarana

Sumber Air Baku Air Permukaan (Sungai/Danau)

1 | Unit Koagula si

9 Tipe Hidrolis
1. Dalam pipa (dengan g ;Z?ed mixer
kmeir;g%l:;?kan enaaliran 9 Alat ukur debit air baku
sebaZai sumbrt)ar genergi 1 Pompa pembubuh bahan kimia
untuk pengadukan)
> Terjunan 9 Alat ukur debit air baku
: . 1 Terjunan air
faatk
e | T Bk s
i/erjugnan ;ir) 99 1 Pompa pembubuh bahan kimia
1 Tipe Mekanis 9 Alat ukur debit air baku
(pengaduk /blade) ﬂ Tangkl koagulaSi
1 Impeller
9 Turbin
1 Impeller paddle/Impeller propeller
1 Pompa pembubuh bahan k imia
2 | Unit Flokulasi
Tipe Mekanis Tangki Flokulasi
Pengaduk/blade
Tipe Hidrolis (Bak
girﬁslzkat) - Bak Flokulasi, Buffe
horizontal
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Unit Pengolahan

Jenis

Sarana dan Prasarana

Buffle channel vertikal

Buffle channel vertikal
yang melingkar (cyclone)

Pengadukan melalui plat
berlubang

Pengadukan pulsator

Unit Sedimentasi ( Clear Water )

Bak segi empat
(Recrangular Tank )

Cirkular Tanks

Hopper Botton Tanks

Zone inlet, zone pengendapan, zone
lumpur, zone out let

Unit Filtras i Saringan pasir lambat
(slow sand filter) Zone inlet, zone pengendapan, zone
Saringan pasir cepat lumpur, zone out let
(rapid sand filter)
Desinfeksi Pompa dosing chlor
Reservoir Reservoir
produksi Pipa dan kelengkapannya
Pompa dan kele ngkapannya
Pengolahan Kolam air limbah
lumpur Kolam lumpur

Ruang penebalan ( thickening )
Dewatering

Pengeringan (drying)

Perpipaan dan kelengkapnnya
Pompa dan kelengkapannya

=4 =4 =8 -8 -a-a-4_-a a9

Sumber Air Baku Air Permukaan (Air Laut)

Pengolahan
Laut

Air

SWRO

Main breaker panel 800 A
Step down transformator
Main distrution panel
Peralatan kontrol dan
instrumentasi

1 Peralatan pra pengolahan air
- Filter

- Softener

- Sistem dosing kimia

- Chemical dosing sistem

- Water cooling sistem

- filter media

- Bahan ki mia

Sistem reverse osmosis
Pompa-pompa dan kelengkapannya

=a —a —a -9

Pengolahan
Payau

Air

BWRO

Main breaker panel 800 A
Step down transformator
Main distrution panel
Peralatan kontrol dan
instrumentasi

1 Peralatan pra pengolahan air
- Filter

- Softener

- Siste m dosing kimia

- Chemical dosing sistem

- Water cooling sistem

- filter media

- Bahan kimia

Sistem revers e 0smosis
Pompa-pompa dan kelengkapannya

E I e

= —a
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a. Unit Produksi adalah sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk

mengolah air baku menjadi air minum mel alui proses fisik a, kimiawi
dan/atau biologi . Unit produksi terdiri atas bangunan pengolahan dan
perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan
pemantauan dan bangunan penampungan air minum.

____________

: INTAKE -

P e s e e e e e W
l_ q Pembubuhan 1
PRAKONDIST : Bihan Ltmia L PRASEDIMENTASI
I e Praklorimasi ] | pizioizizizizic L I
I SEIlcOIcle ot < 929 (OO 4 I
| |
| o I
H
I q FLOKULAST 7 I
. i i |
I — U.Il)l:l;nnkimia % { sconmnmast f---------------q i |
| — v v
I (s T
I Pembubuhan = ? ------
| . J bahan kimia : |
e Desinfeksi H I
I—————————:_:_v_f_:_r——,_:___ S
H RESERVOIR ' I PEMBUANGAN 1
____________________________
i JammwGan )

! DISTRIBUSI 1

______________

— > Proses pengolahan air lengkap

-------------- » Proses pilihan tegantung dari kondisi /kualitas air baku

Gambar 3.4 Skema Proses Sistem Penyediaan Air Minum

Air baku yang dapat diolah d  engan unit paket Instalasi Pengolahan Air
harus memenuhi ketentuan baku mutu air yang tercantum dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan
Kuaitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Air hasil olahan
memenuhi ketentuan Keputusan Me nteri Kesehatan Republik Indonesia
tentang Persyaratan Kualitas Air Minum yang berlaku.

Gambar 3.5 Tipikal Instalasi Pengolah Air Type Kedasih

b. Tahap Perencanaan Unit Produksi
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